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Keberadaan billboard di tengah-tengah jalan dengan ukuran yang begitu 

besar itu diragukan feasibilitas posisi maupun sistemnya. Dalam Islam pengaturan 

tentang jalan ini diformat secara khusus dan memiliki norma hukum yang jelas 

yaitu konsep Haq Al-Murur.Pemerintah Kota Banda Aceh mengeluarkan 

Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan 

Reklame. Dalam Pasal 10 diatur tempat-tempat yang dilarang untuk pemasangan 

reklame. Namun kenyataannya masih ditemukan pelanggaran terhadap 

pemasangan reklame di Kota Banda Aceh. Tujuan penulisan skripsi ini adalah 

untuk menjelaskan regulasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh 

tentang penempatan billboard di wilayahpelintasan. Tindakan dan upaya yang 

ditempuh Pemerintah Kota dalam mengatasi pelanggaran penempatan billboard 

tersebut dan tinjauan konsep Haq Al-Murur terhadap feasibilitas penempatan 

billboard pada wiliyah perlintasan Kota Banda Aceh. Untuk mencapai tujuan 

tersebut digunakan dengan metode deskriptif dengan menganalisis secara kritis 

data yang diperoleh. Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan 

library research (penelitian pustaka) dan field research (penelitian lapangan) 

yaitu mengadakan penelitian pada Dinas Penenaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 

(DPKAD), dan Perusahaan Advertising.Berdasarkan hasil penelitian diketahui 

bahwa pelaksanaan pengawasan Kantor  Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu 

terhadap pemasangan reklame tidak dilaksanakan dengan maksimal, hal ini 

dibuktikan masih ada pelanggaran reklame di Kota Banda Aceh. Penyelenggara 

reklame masih memasang reklame di tempat dilarang karena kurang tersedia 

tempat, tempat strategis untuk promosi dan kurangnya kesadaran hukum. Upaya 

yang ditempuh dalam mengatasi pelanggaran dengan membina penyelenggara 

reklame, meningkatkan pengawasan, dan mengadakan tempat reklame. 

Disarankan kepada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Banda 

Aceh harus menunjuk pegawai untuk melakukan pengawasan agar tidak terjadi 

pelanggaran, menyediakan tempat untuk pemasangan reklame dan disarankan 

kepada penyelenggara reklame untuk mematuhi aturan apabila melanggar 

dikenakan sanksi berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2012. 
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TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 

 

 

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K 

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/198 

 

1. Konsonan 

 

No Arab Latin No Arab Latin 

 Tidak ا 1

dilambangkan 

 ṭ ط 16

 ẓ ظ B 17 ب 2

 ‘ ع T 18 ت 3

 G غ ṡ 19 ث 4

 F ف J 20 ج 5

 Q ق ḥ 21 ح 6

 K ك Kh 22 خ 7

 L ل D 23 د 8

 M م Ż 24 ذ 9

 N ن R 25 ر 10

 W و Z 26 ز 11

 H ه S 27 س 12

 ’ ء Sy 28 ش 13

 Y ي ṣ 29 ص 14

    ḍ ض 15

 

 

2. Konsonan 

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal 

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

a. Vokal Tunggal 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanda Nama Huruf Latin 

 ٓ  Fatḥah a 

 ِ  Kasrah i 

 ُ  Ḍammah u 
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b. Vokal Rangkap 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu: 

 

 

 
 
 

 
Contoh: 

 

 haula :هول  kaifa :كيف

 
3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf , 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

 

 

 
 
 
 
 
 

Contoh: 

 qāla :  قٓ لقٓ 

ى مقٓ  ramā : رقٓ

 qīla :  قِ يقٓ 

 yaqūlu :  قٓ قُ لقُ 

 
4. Ta Marbutah  (ة) 

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua. 

a. Ta marbutah ( ة) hidup 

Ta marbutah ( ة) yang hidup atau mendapat harkat fatḥah, kasrahdan 

dammah, transliterasinya adalah t. 

b. Ta marbutah ( ة) mati 

Ta marbutah ( ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, 

transliterasinya adalah h. 

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta marbutah ( ة) diikuti 

oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu 

terpisah maka ta marbutah ( ة) itu ditransliterasikan dengan h. 

 

 

Tanda Nama Huruf Latin 

 Fatḥahdan ya ai ٓ  ي

 Fatḥahdan wau au ٓ   و

Tanda Nama Huruf Latin 

/ي ١ قٓ   Fatḥahdan alif 

atau ya 

ā 

 

 Kasrah dan ya ī  ي ِ 

 Ḍammahdan ُ  و

wau 

ū 
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Contoh: 

 

رَ وْ رَ لوْ  ووْ رَ ُ اوْ  rauḍah al-aṭfāl/ rauḍatul aṭfāl :   رَ

ةوْ  ِ  وْ رَ ُ اوُْ  رَووَّ رَ  /al-Madīnah al-Munawwarah :   رَاوْ رَ

al-Madīnatul Munawwarah 

 Ṭalḥah :    رَ وْ رَ وْ 

 

Catatan: 

 

Modifikasi 

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpatransliterasi, 

seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnyaditulis sesuai 

kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman. 

2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, sepertiMesir, 

bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya. 

3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesiatidak 

ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf. 
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BAB SATU 

 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Media outdoor advertising Indonesia kian marak dan 

pesatpertumbuhannya.Jenis media yang dihasilkan salah satunya adalah 

billboardataupapan reklame ukuran besar. Media billboard adalah salah satu 

media iklan efektif, banyak digunakan pengiklan sebagai media promosidalam 

upaya memperkuat brand di suatu kegiatan strategi marketing secara terpadu. 

Secara kaidah media ini memiliki berbagai keunggulan dan keunikan dibanding 

media lain, masa tayang cukup panjang 24 Jam perhari, 7 hari perminggu, 365 

hari pertahun, terpampang di setiap titik lokasinya sehingga menjadi landmark di 

lingkungannya. Dengan penataan yang tepat sebagai komunikasi industri, 

billboard dapat menjadi elemen estetik di lingkungannya sehingga kota menjadi 

lebih cantik dan indah. Sebuah billboard dikemas dengan penciptaan disain grafis 

yang unik dan menarik, bentangan konstruksinya menantang, penyinarannya 

gemerlap  head-on di jalan raya yang padat luar biasa, dengan muatan pesannya 

yang singkat, padat, jelas dan lugas semuanya menjadi efektif karena dilihat 

banyak khalayak. 

Keberadaanbillboard di tengah-tengah jalan dengan ukuran yang begitu 

besar itu diragukan kelayakan (feasibilitas) posisi maupun sistemnya. Ini 

membutuhkan perhatian lebih dari pemerintah setempat guna meningkatkan 

sistem proteksi billboard dan pengawasan yang ketat. Jalan dibuat dan digunakan
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untuk lalu lintas, sehingga dalam Islam pengaturan tentang jalan ini diformat 

secara khusus dan memiliki norma hukum yang jelas. Secara konseptual 

penggunaan badan jalan dibahas fuqaha dalam haq al-murur, secara sederhana 

dapat diartikan bahwa hak ini diberikan kepada pemilik tanah yang ada diwilayah 

tertentu, sehingga untuk memanfaatkan tanah dan segala bentuk harta yang 

dikategorikan sebagai mal al-„uqar harus mengakses lewat jalan umum atau jalan 

tertentu, dalam hal ini termasuk perkarangan milik orang lain. Apabila jalan yang 

dibutuhkan tersebut berupa jalan umum, semua orang berhak untuk melewatinya 

tanpa membutuhkan izin dari orang lain, dengan ketentuan jangan sampai 

pemanfaatan jalan tersebut sesuai dengan peruntukan jalan itu dan tidak boleh 

mengganggu hak-hak serta juga tidak merugikan orang lain.  

Dalam hal ini Islam memberikan ketetapan dalam hak untuk melewati 

secara khusus maupun secara umum pada tanah milik orang lain yang disediakan 

untuk kepentingan umum maupun kepentingan pribadi, yang disebut dengan haq 

al-murur.
1

Haq al-murur merupakan hak pemilik „aqar yang terletak 

berdampingan dengan tanah orang lain untuk sampai ke tanahnya, melalui sebuah 

jalan yang ia lalui pada tanah milik orang lain, baik jalan tersebut merupakan jalan 

umum yang tidak menjadi milik siapa pun, maupun jalan khusus milik orang lain 

(lorong). Untuk jalan umum, setiap orang memiliki hak menggunakan dan 

melewatinya.Sedangkan untuk jalan khusus, mereka tidak boleh menutup jalan itu 

untuk masyarakat umum yang membutuhkannya.Pada harta yang tidak bergerak 

seperti tanah juga memiliki hak untuk lewat baik itu bersifat individu maupun 

                                                             
1
 Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), Cet.II, hlm.38. 
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umum.Pemanfatan jalan untuk mengakses jalan menuju tanah miliknya harus 

dimanfaatkan sebaik-baiknya yang melihat pada kemaslahatan kedua belah pihak. 

Haq al murur termasuk dalam pembagian hak irtifaq. hak irtifaq merupakan 

apabila hak itu sudah ada maka ia akan kekal selama keberadaannya tidak 

menimbulkan kemudharatan atau gangguan, maka jika mengganggu atau 

memeudharatkan orang lain, haq al murur mesti dihilangkan. 
2
 

Menurut Imam Abu Hanifah, apabila bangunan yang dibangun dipinggir 

jalan umum tanah milik pemerintah maka harus ada izin dari pemerintah dengan 

ketentuan tidak mengganggu masyarakat yang melewatinya. Apabila tidak ada 

izin dari pemerintah maka setiap orang boleh mencegah dan membongkar 

bangunan yang ada dijalan tersebut. Apabila jalannya itu jalan khusus, yaitu jalan 

yang dimiliki oleh kelompok tertentu maka pemanfaatan jalan tersebut hanya 

untuk kepentingan kelompok tersebut, sedangkan yang lain tidak dibolehkan 

memanfaatkannya kecuali atas izin mereka.
3
 

Dalam kondisi seperti ini, pemerintah berkewajiban untuk melakukan 

intervensi dalam uji kelayakan dan pengawasan kontruksi media iklan, perizinan 

yang disertai dengan kajian sosiologis terhadap penggunaan badan jalan guna 

proses periklanan baik itu jenis usaha, suatu event, dan pemberitahuan umum 

untuk mengantisipasi terjadinya dampak negatif akibat dari lemahnya pengawasan 

pemerintah dan kelayakan suatu billboard tersebut yang tidak layak pakai.  

Kebijakan pemerintah kota Banda Aceh dalam menangani perkara 

kelayakan penempatan billboard, dalam hal ini dilakukan oleh Dinas Penanaman 

                                                             
2
 Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Jilid 6, (Damaskus: Darul Fikr, 1428 

H-2007 M), cet. 10, hlm.458. 
3
 Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalat, (Jakarta: Amzah, 2013), cet. 2, hlm.88-89. 



4 
 

 

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), dan Dinas Pengelolaan 

Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD). Sejauh ini tidak adanya pegawai khusus 

yang memiliki tugas mengawasi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu yang melakukan tugas pengawasan langsung ke tempat-

tempat pemasangan billboard. Pegawai yang ada di Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu tidak ada yang ditugaskan untuk melakukan 

pengawasan ke lapangan, karena masih kurang pegawainya. Untuk sekarang ini, 

apabila mendapatkan laporan-laporan dan untuk melaksanakan tugas pengawasan 

langsung ke lapangan ini dilaksanakan dengan didampingi oleh Satuan Polisi 

Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh. 

Dengan dikeluarkannya peraturan berkenaan dengan penyelenggaraan 

reklame oleh Pemerintah Kota Banda Aceh, faktanya masih sangat banyak 

reklame yang terpasang tidak sesuai dengan ketentuan. Impelemtasi peraturan 

yang ditetapkan Pemerintah Kota Banda Aceh belum maksimal dlaksanakan oleh 

pihak perusahaan advertising atau peneyelenggara billboard dan juga pihak Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.  

Hal ini menyebabkan banyaknya terdapat pelanggaran yang di lapangan 

wilayah perlintasan Kota Banda Aceh merusak keindahan tata kota, kemungkinan 

terjadi resiko terhadap pengguna jalan yang begitu besar, serta tingkat kesadaran 

hukum pihak penyelenggara billboard yang sangat kurang menimbulkan 

terjadinya persaingan usaha tidak sehat dengan terdapatnya pelanggaran 

penempatan billboard. Itu semua sudah diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 7 

Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Reklame tepatnya pada pasal 10 yang 
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mengatur masalah larangan penempatan billboard dan qanun pemerintah Kota 

Banda Aceh dengan sebaik mungkin guna terwujudnya kota yang aman, tertib dan 

indah. 

Pada kenyataannya masih ditemukan reklame yang dipasang di tempat-

tempat yang dilarang oleh Perwal tersebut.Masih ditemukan reklame yang 

dipasang pada pagar tanaman, dan dipaku pada batang pohon atau lampu jalan 

bahkan pada rambu-rambu lalu lintas. Padahal Kantor Pelayanan Perizinan 

Terpadu Satu Pintu berdasarkan Pasal 116 huruf (b) Qanun Nomor 2 Tahun 2008 

memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan tersebut. 

Melihat fenomena yang terjadi, banyak billboard di wilayah perlintasan 

kota Banda Aceh kelayakan penempatannya itu diluar dari konteks strategi 

beriklan dan mengganggu pengguna jalan diakibatkan dengan ukuran yang terlalu 

besar dan kondisi fisiknya sebagian tidak terawat, sehingga dapat membahayakan 

keselamatan pengguna jalan. Seperti hal nya di Simpang Lima kota Banda Aceh, 

Simpang Lambaro, Simpang Mesra, sepanjang Jln. T. Nyak Arief, sepanjang Jln. 

Daud Beureueh dan  Simpang Empat Masjid Agung Makmur serta disejumlah 

jalan dan lokasi lainnya di wilayah Kota Banda Aceh.Oleh sebab itu Pemerintah 

Kota seharusnya meningkatkan sistem proteksi dan memperketat perizinan kepada 

produsen billboard, serta adanya pengawasan khusus setelah adanya uji 

kelayakan. Namun, sejauh ini perizinan dan syarat-syarat yang diberikan tidak 

ketat dan belum ada pengawasan khusus yang dilakukan oleh Pemerintah kota 

Banda Aceh dalam menangani kasus feasibilatas billboard.  
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Kenyamanan warga khususnya pengguna jalan semakin terganggu dengan 

adanya sejumlah vidiotron karena cahaya yang dikeluarkan oleh pada malam hari 

sangat mengganggu konsentrasi para pengemudi. seperti cahaya silau di kaca 

mobil yang mengganggu penglihatan pengemudi.
4
Kondisi/penataan billboard 

tersebut diawali dengan proses perizinan melalui Dinas Pelayanan  Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu, maka masyarakat yang hendak mengajukan 

permohonan untuk memperoleh izin reklame dengan keterangan sebagai berikut: 

jenis reklame, judul reklame, ukuran, jumlah, mulai pemasangan, akhir 

pemasangan dan lokasi pemasanganbillboard. harus mengisi surat permohonan 

izin reklame (billboard) yang turut dilampirkan sebagai bahan pertimbangan yaitu 

pemohonan izin baru diantaranya harus melampirkan sebagai berikut: 

1. Fotocopy KTP Direktur/Penanggung jawab 

2. Data perusahaan/Kantor/Lembaga 

3. Denah Lokasi 

4. Design/foto gambar reklame 

5. Melampirkan gambar kontruksi reklame 

6. Melampirkan SKP (Surat Ketetapan Pajak) 

7. Bukti setoran pembiayaan pajak reklame 

Selain itu juga ada permohonan perpanjangan izin diantaranya yaitu: 

1. Fotocopy KTP Direktur/Penanggung jawab 

2. Melampirkan foto/gambar reklame  

3. Izin reklame Lama 

                                                             
4
Wawancara dengan M. Syauqi, pengemudi mobil, pada tanggal 5 Juni 2017, di Lampriet, 

Banda Aceh.  



7 
 

 

4. Melampirkan SKP dari DPKAD dan, 

5. Bukti setoran pembayaran pajak Reklame
5
 

Setelah semua persyaratan dilengkapi dan diserahkan kembali, tahap 

selanjutnya yaitu ke Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk 

administrasi dan juga tarif pajak yang harus dibayar, kecuali dalam rangka 

kegiatan pendidikan dan sosial seperti acara kemahasiswaan atau penggalangan 

dana kemanusiaan itu tidak dikenakan tarif atau pajak, namun hanya sebatas biaya 

pemasangan.  

Pemerintah dan masyarakat pada dasarnya adalah dua institusi yang 

memiliki fungsi dasar sama, yaitu untuk merealisasikan segala kewajiban kolektif 

dalam mewujudkan kesejahteraan. Hal ini membuat para pemerintah ambigu 

dalam menetapkan kebijakan-kebijakan yang harus diambil, karena dinas terkait 

hanya sebatas memberikan izin kepadan masyarakat tanpa melihat kondisi 

lapangan yang sebenarnya membutuhkan pengawasan khusus dan studi kelayakan 

dalam penempatannya dan juga sistem proteksi yang digunakan. 

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh 

tentang kelayakan suatu billboard dan juga penempatannya diwilyah perlintasan 

dengan lemahnya sistem proteksi pada billboard dan tingkat pengawasan Pemkot 

Banda Aceh, dan dengan itu pula penulis mengangkat sebuah karya ilmiah dengan 

judulpenelitian yaitu “Feasibilitas Penempatan Billboard pada Wilayah 

Perlintasan Kota Banda Aceh dalam Perspektif Haq Al-Murur” 

 

                                                             
5
Wawancara dengan Sirry Alvina, salah satu pegawai Dinas Penanaman modal dan 

pelayanan Terpadu Satu Pintu, Banda Aceh.  
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1.1 Rumusan Masalah 

Sesuai latar belakang yang telah penulis kemukakan, maka rumusan 

masalah yang diajukan untuk diteliti adalah: 

a. Bagaimana regulasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh 

tentang penempatan billboard di wilayahpelintasan Kota Banda Aceh? 

b. Bagaimana tindakan pemerintah Kota Banda Aceh terhadap feasibilitas 

penempatan billboard diwilayah perlintasan jalan? 

c. Bagaimana perspektif Haq Al-Murur terhadap feasibilatas penempatan 

billboard di wilayah perlintasan Kota Banda Aceh? 

1.2   Tujuan Penelitian 

Setiap penelitian memiliki tujuan tertentu, demikian juga dengan penelitian 

ini.Tujuan yang ingin penulis capai adalah : 

a. Untuk mengetahui regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah Kota Banda 

Aceh tentang penempatan billboard di wilayah perlintasan Kota Banda 

Aceh. 

b. Untuk meneliti tentang tindakan Pemerintah Kota Banda Aceh  dalam 

memberikan izin terhadap feasibilitas penempatan billboard. 

c. Untuk menganalisis tinjauan konsep Haq Al-Murur terhadap feasibilitas 

penempatan billboard pada wilayah perlintasan Kota Banda Aceh dan 

memberikan rekomendasi terhadap pihak-pihak yang terkait dengan 

kegiatan periklanan billboard. 
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1.3 Penjelasan Istilah 

Untuk menghindari kesalah pahaman, dalam hal ini penulis mengutarakan 

beberapa kata kunci, yaitu :Feasibilitas, Billboard dan Haq Al-Murur 

1.3.1 Feasibilitas 

Feasibilitas yang dimaksud penulis adalah kelayakan dimana pemerintah 

dalam hal yang mempunyai wewenang memberikan izin titik penempatan suatu 

Billboard harus melakukan uji kelayakan terhadap kontruksi serta sistem proteksi 

yang digunakan oleh Billboard tersebut. Tidak hanya sampai pada tahap uji, akan 

tetapi sampai kepada pengawasan yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kota 

Banda Aceh. 

Dalam arti lain feasibilitas merupakanpenelitian yang dilakukan secara 

mendalam tersebut dilakukan untuk menentukan apakah usaha yang akan 

dijalankan akan memberikan manfaat yang lebih besar dibandingkan dengan biaya 

yang akan dikeluarkan. Dengan kata lain kelayakan diartikan bahwa usaha yang 

dijalankan akan memberikan keuntungan finansial dan non fnansial sesuai dengan 

tujuan yang mereka inginkan.
6
 

1.3.2 Billboard 

Yaitu bentuk promosi iklan luar ruang dengan ukuran besar. Bisa disebut 

juga billboard adalah bentuk poster dengan ukuran yang lebih besar dengan 

spesifikasi ukuran sampai 6x12 meter yang diletakkan tinggi di tempat tertentu 

yang ramai dilalui orang.
7
 

                                                             
6
Kasmir, jakfar, Studi Kelayakan Bisnis, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 10 

7
http://e-journal.uajy.ac.id/1724/3/2EM15279.pdf. Pada tanggal 28 Desember 2017, 

pukul 21.15.  

http://e-journal.uajy.ac.id/1724/3/2EM15279.pdf
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Reklame Papan/Billboard adalah reklame yang terbuat dari papan kayu, 

callibrete, vinyle termasuk seng atau bahan lain yang sejenis dipasang atau 

digantungkan atau dipasang pada bangunan, halaman, diatas bangunan. 

1.3.3 Haq Al-Qurur 

Yaitu bahwa hak ini diberikan kepada pemilik tanah yang ada diwilayah 

tertentu, sehingga untuk memanfaatkan tanah dan segala bentuk harta yang 

dikategorikan sebagai mal al-„uqar harus mengakses lewat jalan umum atau jalan 

tertentu, dalam hal ini termasuk perkarangan milik orang lain.
8
 

Haq Al-Murur yang dimaksud penulis adalah apabila jalan yang 

dibutuhkan tersebut berupa jalan umum, semua orang berhak untuk melewatinya 

tanpa membutuhkan izin dari orang lain, dengan ketentuan jangan sampai 

pemanfaatan jalan tersebut sesuai dengan peruntukan jalan itu dan tidak boleh 

mengganggu hak-hak serta juga tidak merugikan orang lain, seperti penempatan 

billboard yang posisi penempatannnya tidak idealis untuk di letakkan. 

1.4 Kajian Pustaka 

Menurut penelusuran yang telah penulis lakukan, pembahasan mengenai 

Haq al murur sangat banyak dipaparkan dalam penelitian karya ilmiah diantaranya 

yaitu:  

Dalam skripsi yang ditulis oleh Cut Maisuri Diwa yang berjudul 

“Pengawasan Pemerintah Kota Banda Aceh Terhadap Penggunaan Badan Jalan 

Oleh Pedagang Kaki Lima Di Darussalam Dalam Perspektif Konsep Haq Al 

Murur” pada tahun 2016, yang menjelaskan tentang penggunaan badan jalan milik 

                                                             
8
Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah,.....,hlm.38. 
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pemerintah oleh pedagang kaki lima tanpa seizin pemerintah, dan kebijakan-

kebijakan pemerintah dalam upaya penanganan pedagang kaki lima dalam 

memberikan hak untuk membuka usahanya.
9
 

Dalam skripsi yang ditulis oleh Ihsan Mj, yang berjudul “Implementasi 

Haq Al Murur Dalam Pemanfaatan Mal „Uqar di Desa Tanjong Selamat Menurut 

Perspektif Fiqh Muamalah” pada tahun 2013, yang menjelaskan tentang 

kurangnya pengetahuan masyarakat tentang agama islam, sehingga banyak 

masyarakat yang enggan memberikan hak lewat atas tanah nya menuju tanah 

orang lain baik itu secara hibah ataupun diperjualbelikan.
10

 

Dalam skripsi lain yang ditulis oleh Erna Wardani, yang berjudul “Relokasi 

Pedagang Kaki Lima Dan Efektivitasnya Dalam Peningkatan Pemanfaatan Haq 

Al Murur di Ulee Kareng Banda Aceh Menurut Perspektif Hukum Islam” pada 

tahun 2013, yang menjelaskan tentang kebijakan pemerintah kota Banda Aceh 

terhadap relokasi pedagang kaki lima di Ulee Kareng dan peningkatan serta 

efektivitas  terhadap haq al murur.
11

 

Perbedaan dari beberapa skripsi mengenai haq al murur yang penulis 

paparkan dalam penelitian ini adalah bahwa dalam haq murur terhadap hak 

pengguna jalan umum yang terganggu dan tidak adanya feasibilitas penempatan 

                                                             
9
Cut Maisuri Diwa, Pengawasan Pemerintah Kota Banda Aceh Terhadap Penggunaan 

Badan Jalan Oleh Pedagang Kaki Lima Di Darussalam Dalam Perspektif Konsep Haq Al Murur, 

(skripsi yang tidak dipublikasi), Prodi Syariah dan Ekonomi Islam UIN Ar-Raniry. 
10

Ihsan Mj, Implementasi Haq Al Murur Dalam Pemanfaatan Mal ‘Uqar di Desa Tanjong 

Selamat Menurut Perspektif Fiqh Muamalah, (skripsi yang tidak dipublikasi), Prodi Syariah dan 

Ekonomi Islam UIN Ar-Raniry.   
11

Erna Wardani, Relokasi Pedagang Kaki Lima Dan Efektivitasnya Dalam Peningkatan 

Pemanfaatan Haq Al Murur di Ulee Kareng Banda Aceh Menurut Perspektif Hukum Islam, 

(skripsi yang tidak dipublikasi), Prodi Syariah dan Ekonomi Islam UIN Ar-Raniry. 
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billboard di wilayah perlintasan Kota Banda Aceh. Sedangkan dari beberapa 

skripsi yang ada diatas tidak ada menjelaskan tentang hal tersebut. 

1.6 Metode Penelitian 

Penelitian ilmiah adalah suatu kegiatan yang dilakukan berdasarkan fakta 

didukung data dan teori keilmuan yang melandasinya.Oleh karena itu dibutuhkan 

metode penelitian yang benar dalam mengumpulkan dan menganalisis data yang 

menentukan tujuan dan arah penulisan penelitian ini.
12

Agar mendapatkan data 

yang akurat dari objek penelitian yang disajikan secara lengkap.Dalam 

mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek kajian. 

1.6.1 Jenis Penelitian 

Untuk dapat menganalisis data penelitian yang merupakan bagian penting 

dalam menentukan hasil akhir dari penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan 

adalah deskriptif analisis, yaitu dengan mengklarifikasikan data yang diperoleh 

dalam bentuk gambaran secara sistematis, akurat tentang topik yang diteliti dan 

factual.
13

jenis penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan apa-apa yang 

berlaku saat ini. Di dalamnya terdapat upaya-upaya mendeskripsikan, mencatat, 

menganalisis, dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang sekarang ini 

terjadi.
14

 

Penelitian ini mencoba untuk memecahkan masalah yang terdapat pada 

objek penelitian, penulis akan mencoba mengetahui pandangan masyarakat 

                                                             
12

 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka 

Cipta, 1991), hlm. 239. 
13

Muhammad Nazir, Metode Penelitian, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm 63. 
14

 Pabundu Tika, Mohd, metode riset bisnis, (Jakarta: Grafika Offset, 2006), hlm. 10. 
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mengenai haq al murur, dan kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh dalam 

mengatur dan menguji kelayakan suatu billboard kontruksi iklan di wilayah 

perlintasan Kota Banda Aceh . 

1.6.2 Metode Pengumpual Data 

Dalam mengumpulkan data yang behubungan dengan objek kajian, baik 

itu data primer maupun data sekunder, penulis menggunakan dua metode yaitu 

metode penelitian kepustakaan (library research) dan metode penelitian lapangan 

(field reserch). 

a. Metode penelitian kepustakaan (library research), yaitu sejenis penelitian 

didasarkan kepada telaah kepustakaan dengan cara membaca dan mengkaji 

buku-buku, artikel serta literatur-literatur lain baik yang terdapat 

diperpustakaan maupun internet. 

b. Metode penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian yang 

dilakukan dengan mengumpulkan data-data tertulis dari tempat penelitian 

skripsi ini adalah di Jln.Teungku Abu Lam U, di Dinas Penanaman Modal 

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), NAD Adversting dan 

Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD). Banda Aceh. 

1.6.3 Tekhnik Pengumpulan Data 

Untuk mendapatkan data yang sesuai dengan penelitian ini, maka penulis 

menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu obsevasi, wawancara, dan 

dokumen. 
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a. Observasi 

Suatu proses yang kompleks, yang tersusun dari berbagai proses biologis dan 

psikologis, teknik pengumpulan data dengan observasi berkenaan dengan prilaku 

individu, proses kerja, gejala-gejala alam dan responden yang diamati tidak terlalu 

besar.
15

Melalui observasi penulis dapat memperoleh pandangan-pandangan 

menegani praktek masyarakat serta mengamati peranan aparatur Kota yang 

berwenang mengatur dan memberikan izin dalam menjalankan kebijakannya 

untuk mencapai kesejahtraan masyarakat. 

b. Interview 

Pengumpulan data dengan cara percakapan atau menanyakan langsung antara 

peneliti dengan pegawaiDinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu (DPMPTSP), Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) dan 

Perusahaan Adverstising yang bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai 

regulasi yang ditetapkan Pemerintah Kota Bnada Aceh, Tindakan Pmerintah Kota 

Banda Aceh, pemberian izin, pengawasan terhadap izin yang telah diberikan dan 

syarat-syarat untuk memperoleh izin serta tindakan uji kelayakan yang dilakukan 

pemerintah. Serta melakukan interview dengan masyarakat pengguna jalan umum 

khususnya pengguna alat tranportasi mobil dan sepeda motor. 

c. Data Dokumentasi 

Selain menggunakan data wawancara dan observasi, penulis juga 

menggunakan data dokumentasi karena sejumlah besar fakta dan data tersimpan 

dalam bahan berbentuk dokumentasi. Sebagian data yang tersedia berbentuk foto 

                                                             
15

Sugiono, Metode Penelitian Bisnis, (Bandung: Alfabeta, 2012), Cet .XIV, hlm.203. 
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dan  surat kabar yang dijadikan sebagai pendukung data yang didapatkan 

dilapangan, serta informasi penting lainnya yang berkaitan dengan penelitian yang 

dikaji. 

1.6.4 Instrumen Pengumpulan Data 

Dari teknik pengumpulan data yang penulis lakukan, masing-masing 

penelitian menggunakan instrumen yang berbeda.Untuk teknik wawancara penulis 

menggunakan instrumen kertas, alat tulis dan alat perekam. Alat untuk merekam 

dan menulis data-data penting yang berlansung selama pengumpulan data dalam 

proses wawancara dengan pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 

(DPKAD) dan karyawan perusahaan Adversting Kota Banda Aceh. 

1.6.5 Langkah-langkah Analisis Data 

Setelah semua data penelitian didapatkan, maka kemudian diolah menjadi 

suatu pembahasan untuk menjawab persoalan yang ada dengan didukung oleh 

data lapangan dan teori. Sedangkan pedoman pada penulisan skripsi ini penulis 

merujuk pada Buku Panduan Penulisan Skripsi  yang diterbitkan oleh Fakultas 

Syari‟ah dan Hukum Uin Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2013. 

Melalui panduan penulisan tersebut, penulis berupaya menampilkan teknik 

penyajian yang sistematis,ilmiah dan mudah dipahami oleh pembaca.sedangkan 

untuk penerjemahan ayat-ayat Al-Qur‟an dan terjemahan yang diterbitkan oleh 

Yayasan Penyelenggaraan Penerjemahan Al-Quran Departemen Agama RI Tahun 

2005.  
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1.7 Sistematika Pembahasan 

Untuk memudahkan para pembaca dalam  mengikuti pembahasan skripsi 

ini, maka penulis perlu memaparkan sistematika pembahasan sebagai berikut: 

Bab satu merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan 

sistematika pembahasan. 

Bab dua merupakan pembahasan teoritis tentang haq al-murur dan sistem 

penerapannya dalam masyarakat Kota Bnada Aceh, pada bab teoritis tentang haq 

al-murur, penulis menjelaskan tentang pengertian haq al-murur, aqar yang 

berkaitan dengan haq al-murur, pemanfaatan aqar berdasarkan hukum Islam, dan 

menjelaskan mengenai peranan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu (DPMPTSP)terhadap pemberian haq al-murur berdasarkan hukum 

Islam.    

Bab tiga merupakan hasil penelitianyang dilakukan oleh penulis, tentang 

regulasi dan praktek penerapan pemberian haq al-murur dikalangan masyarakat 

Kota Banda Aceh khususnya pengguna jalan raya, konsekuensinya terhadap 

masyarakat yang berkendaraan di wilayah perlintasan Kota Banda Aceh terhadap 

kelayakan suatu billboard, sistem proteksi yang digunakan, pemandangan yang 

kurang bagus akan titik lokasi billboard, ketidaknyamanan pengendara 

transporstasi, kurangnya pengawasan dari Pemerintah Kota, dan tinjauan konsep 

haq al-murur terhadap kelayakan penempatan billboard pada wilayah perlintasan 

Kota Banda Aceh. 
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Bab empat merupakan penutup keseluruhan pembahasan skripsi yang berisi 

kesimpulan dan saran-saran yang dianggap perlu oleh penulis untuk 

menyempurkan penelitian ini. 
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BAB DUA 

HAQ AL-MURUR MENURUT FUQAHA DAN STUDI 

KELAYAKAN BISNIS 

 

2.1.  KonsepHaq Al-MururdalamFiqhMuamalah 

Pada bab ini, penulis memaparkan teori yang akan menjadi landasan dalam 

meneliti dan membahas bab 3 berikutnya. Kajian teoritis ini sangat urgen untuk 

penulis posisikan kajian tentang haq al-murur ini. Adapun substansi pembahasan 

penulis format dalam sub bab yaitu penjelasan tentang haq al-murur ini penting, 

dan penulis lakukan secara detail, sehingga akan mempertegas dan semakin 

menguatkan fungsinya sebagai konsep untuk menjadi das sein sebagai sumber 

teori untuk memberi solusi dalam pembahasan yang menulis akan menganalisis. 

2.1.1.  Pengertian Haq Al-Murur dan Landasan Hukumnya 

 Haq al-murur merupakankata yang berasal dari bahasa arab al-haq, dan 

al-murur. Kata haq juga telah diadopsi dalam bahasa Indonesia menjadi hak.  

 terdiri dari 2 huruf yakni ha dan qaf. Maknanya berkisar ,حقberasal dari kataالحق

pada kemampuan sesuatu dan kebenarannya. Lawan dari yang batil/lenyap adalah 

haq, demikian juga yang “mesti dilaksanakan” atau “yang wajib”.
1
 

Secara etimologi kata haq berasal dari kata  حق– يحق –حق yang bermakna 

nyata, pasti, tetap, menetapkan, dan memastikan.
2
 

 Sedangkan menurut kamus hukum, hak adalah: 

                                                             
1
M. Quraish Shihab, Ensiklopedi Al-Qur‟an, (Jakarta: Lentera Hati, 2010), hlm. 286.  

2
A.W. Munawwir, Kamus al Munawwir Arab-Indonesia terengkap, (Surabaya: Pustaka 

Progresif, 1997), hlm.282. 
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1. Sesuatu yang benar; 

2. Kepunyaan, milik; 

3. Kewenangan; 

4. Kekuasaan untuk melakukan sesuatu karena telah ditentukan oleh 

Undang-undang atau peraturan lain; 

5. Kekuasaan yang benar untuk menuntut sesuatu atau kekuasaan yang 

benar atau sesuatu;
3
 

Kata Al-Haqmenurut istilah, Wahbah Al-Zuhaili memberi pengertian yaitu 

hubungan khusus dengan orang tertentu, seperti hak penjual untuk menerima 

harga barang, yang khusus dimiliki olehnya (penjual), hak pembeli untuk 

menerima barang yang telah dibelinya, yang khusus dimiliki olehnya dan tidak 

dimiliki leh orang lain.
4
 

Kata mururberasal dari kata bahasa Arab yang berarti melewati atau lalu 

lalang.
5
Haq Al-Murur adalah hak pemilik tanah yang terletak dibagian dalam 

untuk sampai ke tanahnya melalui sebuah jalan yang dilalui, baik jaan itu jalan 

umum maupun jalan khusus milik orang lain (lorong). Untuk jalan umum, setiap 

orang memiliki hak untuk menggunakan dan melawati jalan tersebut untuk 

kebutuhannya. Sedangkan untuk jalan khusus, hanya pemiliknya saja yang berhak 

lewat di atas jalan tersebut dan juga orang lain yang memiliki kepentingan dengan 

si pemiliknya serta orang lain yang telah diberi izin oleh si pemilik jalan. Untuk 

jalan khusus ini, si pemilik bebas bertasharruf terhadap jalan yang dimilikinya. 

                                                             
3
Sudarsono, Kamus Hukum, (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), hlm. 154. 

4
Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalat, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 9. 

5
Mahmud Yunus, Kamus Arab Indonesia, (Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wa Dzuriyyah, 

2010), hlm. 415. 
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Meskipun demikian, menurut sebagian ulama, pemilik jalan tidak boleh 

menutup jalan untuk masyarakat yang membutuhkannya.
6
 

Haq Al-Murur menurut istilah adalah “hak bagi pemilik tanah yang lebih 

jauh untuk melewati tanah yang lebih dekat.”
7
 Sedangkan menurut Wahbah Al-

Zuhaili Haq Al-Murur adalah “hak pemilik benda tetap yang terletak dibagian 

dalam untuk sampai ke benda tetapnya melalui jalan yang dilewatinya baik itu 

jalan umum yang tidak dimiliki oleh sesorang, maupun jalan khusus yang dimiliki 

oleh seseorang, maupun jalan khusus yang dimiliki oleh orang lain.”
8
 Sedangkan 

menurut Muhammad Yusuf Musa Haq Al-Murur adalah “suatu hak untuk 

sampainya seseorang kepada hak miliknya, baik rumah maupun tanah, dengan 

jalan yang melewati hak milik orang lain, baik jalan tersebut milik orang lain 

tersebut atau milik berdua sama-sama, maupun jalan umum.”
9
 Dua pengertian 

yang dipaparkan oleh kedua ulama tersebut hampir sama, mereka memberikan 

pengertian khusus dari Haq Al-Murur dimana pada prinsipnya, pemilik tanah 

yang di depan tidak boleh menimbulkan kesulitan bagi pemilik tanah yang ada di 

belakangnya, untuk melewati tanah atau pekarangan si pemilik tanah depan 

seperti membuat pagar atau dinding yang tidak dilengkapi dengan pintu jalan. 

Jadi, berdasarkan pemaparan pengertian oleh kedua ulama tersebut tentang Haq 

Al-Murur penulis dapat membuat pengertian secara umum bahwa  Haq Al-

Mururadalah hak menggunakan jalan, baik itu jalan umum (jalan raya) maupun 

jalan milik pribadi.  

                                                             
6
Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalah....hlm. 10 

7
Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqh Muamalah, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 

hlm. 41 
8
Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalat, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 88. 

9
Ibid  
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Jalan umum yang dimaksud disini adalah jalan yang biasa dilalui oleh 

masyarakat yang disebut jalan raya dan jalan itu berada di atas jalan milik negara, 

dimana semua orang bebas mempergunakannya asalkan tidak mengganggu 

pengguna jalan lain dan merugikan negara. Sedangkan jalan khusus yang 

dimaksud di tulisan ini adalah jalan jalan yang berada di atas tanah milik 

seseorang (pribadi), dimana pemilik tanah tersebut harus memberikan izin kepada 

pengguna jalan untuk melalui jalan tersebut apabila tidak akses jalan lain yang 

dapat dilalui. 

Di dalam Burgerlijk Wetboek, ada pasal yang berupa dengan Haq Al-

Murur yang tercantum dalam Pasal 674 sampai 710 Kitab Undang-undang 

Hukum Perdata dalam bab pengabdian pekarangan atau disebut dengan hak 

servituut, yang menurut Prof. Subekti adalah: 

“suatu beban yang diletakkan di atas suatu pekarangan untuk keperluan 

pekarangan lain yang berbatasan. Misalnya pemilik dari pekarangan A 

harus mengizinkan orang-orang yang tinggal di pekarangan B setiap waktu 

melalui pekarangan A atau air yang dibuang pekarangan B harus dialirkan 

melalui pekarangan A.”
10

 

 

Berdasarkan pengertian yang telah dipaparkan, terlihat persamaan antara 

Haq Al-Murur dan hak suvituut, dimana seseorang pemilik tanah harus 

mengizinkan tanahnya untuk dilewati orang-orang yang ingin melewati tanahnya. 

Hak survituut melekat pada kebendaan, tidak terikat dengan subjek (pemilik 

tanah), jadi apabila pemilik tanah berpindah ke orang lain, maka hak survituut 

tetap berlaku bagi pengguna jalan tersebut. Seperti terdapat di literarur yang 

ditulis oleh V.F.A Vollmar bahwa “tanda ciri khas dari pengabdian pekarangan itu 
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Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata, (Jakarta: PT. Intermasa, 2003), hlm. 75. 
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ialah bahwa pengabdian tersebut tidak terikat kepada orang-orang tertentu, tetapi 

kepada sebidang pekarangan tertentu yang pemilik langsungnya sebagai demikian 

melakukan hak pengabdian pekarangan tersebut.”
11

 Berbeda dengan haq al-

murur, hak tersebut melekat pada pengguna jalan, yang tertera pada pengertian 

yang dipaparkan oleh Wahbah Zuhaili yang telah penulis utarakan sebelumnya. 

Mengenai landasan hukum haq al-murur, penulis menemukan hadist yang 

berkaitan dengan haq al-murur (hak guna jalan). Abu Sa‟id al-Khudri 

radhiyallahu„anhu pernah mengkhabarkan sebuah hadis Nabi berkaitan hak-hak 

jalan. Kata beliau, Rasulullah SAW bersabda: 

عَنْ أبَـيِ سَعِيدِ الـْخُدْ رِيِّ أَنَّ رَسُولَ الِله صَلَّى اللهُ عَلَيْوِ وَ سَلَّمَ قَالَ إِيَّاكُمْ وَالـْجُلُوسَ 
هَا فَـقَالَ رَسُولُ الِله  باِلطٌّرُقَاتِ قَالوُا ياَ رَسُولَ اللهُ مَا بدَُّ لنََا مِنْ مـجَـاَلِسِنَا نَـتَحَدَّثُ فِيـْ
صَلَّى اللهُ عَلَيوِ و سَلَّمَ إِنْ أبََـيْتُمْ فَأَعْطوُا الطَّريِقَ حَقَّوُ قَالوُا وَمَا حَقُّ الطَّريِْقِ ياَ رَسُولَ 

الله قَالَ غَضُّ البَصَرِ وَ كَفُّ الَأذى وَرَدُّالسَّلامَِ واْلَأمْرُ باِلْمَعْرُ وفِ وَ النـَّهْيُ عَنِ 
 (تـفق عليوم)الْمُنْكَرِ 

Artinya: Dari Abu Sa‟id Al-Khudri Ra, Rasulullah SAW bersabda: “Janganlah 

kamu sekalian duduk-duduk di pinggir jalan” para sahabat berkata:“Ya 

Rasulullah, kami tidak dapat meninggalkan majelis untuk bercakap-

cakap disana,”Rasulullah SAW bersabda: “Apabila kamu semua merasa 

keberatan untuk meninggalkan majelis itu, maka kamu sekalian harus 

memberikan hak jalan”Mereka bertanya, “Apa hak jalan itu ya 

Rasulullah?”Rasulullahmenjawab.“Tundukkan pandangan, hilangkan 

aral dan jangan menjadi aral,menjawabsalam, 

menganjurkankepadakebaikandanmencegahdarikemungkaran” 

(Mutaffaq „alaihi). 
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V.F.A Vollmar, Pengantar Studi Hukum Perdata, (Yogyakarta: Gadjah Mada, 1961), 

hlm. 255.  
12
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 Dari Hadist di atas dapat dianalisis bahwa hadist tersebut secara umum 

melarang para sahabat untuk duduk dipinggir jalan, karena jalan sebagai tempat 

orang lewat dan berlalu lalang sebagai perlintasan transportasi yang tidak sesuai 

digunakan sebagai tempat duduk atau menempatkan billboard yang tidak 

mencakup unsur keindahan dan kelayakan bisnis. Lebih lanjut bila didalami lafald 

yang digunakan dalam hadist tersebut, yaitu penggunaan kata (  (...إِيَّاكُمْ وَالْجُلُوسَ 

lafadh seperti ini biasanya digunakan untuk memberi peringatan sebagai perintah 

agar menjauhi sesuatu yang buruk dan maknanya sama dengan melarangnya. Kata 

) adalah bentuk jamak dari (الطُّرُقاَتِ ) وقالطَّر ), sedangkan ( وقالطَّر ) adalah bentuk jamak 

dari ( َلطَّريِق) yang artinya jalan. Perkataan “jika kalian tidak bisa melainkan harus 

duduk-duduk , maka berilah hak jalan tersebut”. Ibnu Hajar berkata, “Dari alur 

pembicaraan ini jelaslah, bahwa larangan (duduk-duduk di tepi jalanan atau 

semisalnya). Pelanggarandalam hadis ini adalah untuk tanzih (yang bermakna 

makruh bukan haram), agar tidak mengendurkan orang yang duduk-duduk untuk 

memenuhi hak (jalan) yang wajib ia penuhi”.
13

 

 Perkataan “(hak jalan) adalah ghazul basar (meundukkan pandangan), 

kafful adza (tidak mengganggu atau menyakiti orang), menjawab salam, 

memerintahkan kepada kebaikan dan melarang kemungkaran”. Seperti yang 

penulis dari kitab Fathun Baari, Ibnu Hajar rahimahullah berkata: 

“Maka Nabi Shallahu „alaihi wa sallam menyebutkan ghadhdhul bashar 

(menundukkan pandangan) untuk mengisyaratkan keselamatan dari fitrah karena 
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(Jakarta: Pustaka Azzam, 2005), hlm. 57 
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lewatnya para wanita (yang bukan mahram) maupun yang lainnya. Menyenbutkan 

kafful adza (tidak mengganggu atau menyakiti orang) untuk mengisyaratkan 

keselamatan dari perbuatan yang menghina, menggunjing orang lain ataupun yang 

serupa. Menyebutkan perihal „menjawab salam‟ untuk mengisyaratkan keharusan 

memuliakan atau menghormati orang yang melewatinya. Menyebutkan perihal 

„memerintahkan kepada kebaikan dan melarang kemungkaran‟ untuk 

mengisyaratkan keharusan mengamalkan apa yang disyari‟atkan dan 

meninggalkan apa yang tidak disyari‟atkan.”
14

 

Keterkaitan Hadist tersebut dengan pembahasan dalam skripsi ini adalah 

salah satu hak jalan yang diperintahkan Rasulullah SAW adalah وكََفُّ الْأَذَى yaitu 

menghilangkan gangguan dari jalan. Jalan adalah fasilitas umum yang setiap 

orang memiliki hak yang sama didalamnya. Tidak boleh bagi seorang muslim 

untuk menghalangi atau melarang seseorang untuk melintasinya. Oleh karenanya, 

Nabi Shallallahu „alaihi wa sallammelarang untuk duduk-duduk di pinggir 

jalandan segala bentuk yang menghalangi pandangan seseorang ketika melintas di 

jalan, sebab dapat mempersempit jalan dan menghalangi orang lewat akibat 

keberadaannya disitu. Di antara bentuk memberi gangguan di jalan adalah 

membuang sampah di jalan, menyirami jalanan dengan air comberan sehingga 

menyakiti hidung kaum muslimin yang melintas dan membuat bangunan di atas 

jalan. Hal ini berdasarkan hadist Nabi Shallallahu „alaihi wa sallam:  

عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذٍ الْجُهَنِيِّ عَنْ أبَيِوِ قَالَ نَـزَلْنَا عَلَى حِصْنِ سِنَانٍ بأَِرْضِ الرُّومِ مَعَ عَبْدِ 
اللَّوِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ فَضَيَّقَ النَّاسُ الْمَنَازِلَ وَقَطَعُوا الطَّريِقَ فَـقَالَ مُعَاذٌ أيَّـُهَا النَّاسُ إِنَّا 
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غَزَوْناَ مَعَ رَسُولِ اللَّوِ صَلَّى اللَّوُ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ غَزْوَةَ كَذَا وكََذَا فَضَيَّقَ النَّاسُ الطَّريِقَ 
فَـبـَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّوُ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ مُنَادِياً فَـنَادَى مَنْ ضَيَّقَ مَنْزلًًِ أَوْ قَطَعَ طَريِقًا فَلَا 

 (رواه احمد وابو داود)جِهَادَ لَوُ 

Artinya:  DariSahal ibnMu'adzibnAnasAl-JuhnidaribapaknyaMu'adzibnAnasAl-

Juhniberkata; “Kamiberhentipadabentengsinan, di 

kotaRomawibersamaAbdullah bin AbdulMalik.lalu orang-orang 

mempersempitrumah-rumahpengungsian yang ada, danmerekahingga 

mereka menutup jalan (demi perumahan). Lantaran itu, Mu'adz 

berkata, „wahai sekalian manusia, sesungguhnya kami pernah 

berperang bersama rasulullah shallallahu'alaihiwasallam pada perang 

ini dan itu, lalu orang-orang mempersempit jalan-jalan yang ada, maka 

Nabi Shallallahu'alaihiwasallam mengutus seorang juru seru untuk 

menyerukan barangsiapa siapa yang mempersempt rumah-rumah atau 

ia menutup jalan, maka dia tidak ada jihad baginya.” 

 (HR. Ahmad dan Abu Dawud) 

 

Hadist ini menegaskan bahwa jalan tidak boleh dialihkan pemanfaatnnya, 

meski apapun alasan yang digunakan. Dalam hadist tersebut digambarkan bahwa 

di wiliyah Roma dulunya sebagian jalan beralih fungsinya menjadi lahan untuk 

area pembangunan rumah. Kondisi ini tentu saja sangat merugikan kepentingan 

umum untuk menggunakan jalan sebagai zona transportasi. 

Telah jelas disebutkan pada Hadist di atas bahwa Rasulullah tidak 

membolehkan mempersempit jalan bagi manusia dan menutup jalan yang biasa 

dilalui oleh manusia seperti mendirikan bangunan diatasnya, mengendarai sepeda 

motor dengan sewenang-wenang hingga dapat membahayakan nyawa orang lain, 

dan sebagainya. Hal itu tidak diperbolehkan karena dapat menimbulkan 

kemudharatan dan merugikan orang lain. Selain itu, manusia juga dianjurkan 

untuk menghilangkan gangguan dari jalan, seperti sabda Rasulullah SAW: 
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قَالَ رَسُوْلُ الِله صَلَّى اللهُ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ وَ تُمِيْطُ :  ىُرَيْـرَهُ رَضِيَ اللهُ عَنْوُ قَالَ يْ  ـِعَنْ أَب
 (رواه البخاري ومسلم)اْلَأذَى عَنِ الطَّريِْقِ صَدَقَة  

Artinya: Dari Abu Hurairah ra. Dari Nabi SAW “Menghilangkan gangguan dari 

jalan adalah sedekah.” (HR. Bukhari dan Muslim). 

 

Hadist diatas juga menegaskan bahwa jalan harus lancar bebas dari 

masalah yang dapat menyebabkan tersendatnya arus lalu lintas dan transportasi 

yang digunakan masyarakat. Apalagi jaman sekarang, modal transportasi begitu 

banyak sehungga menyebabkan arus lalu lintas bisa saja tersendatbahkan macet 

bila ada sedikit aja masalah yang timbul di jalan. Di beberapa negara sarana 

transportasi dewasa ini semakin inovatif untuk memudahkan arus masyarakat 

dalam mengakses daerah atau wilayah yang menjadi tujuannya.  

2.1.2.   Bentuk-bentuk Haq Al-Murur 

 Pada sub bab ini, penulis memaparkan bentuk-bentuk Haq Al-Murur 

berkaitan dengan hak guna jalan (Haq Al-Murur) umum/raya dan hak guna jalan 

(Haq Al-Murur) khusus yang penulis selaraskan dengan hukum pemanfaatan Haq 

Al-Mururserta pelanggaran dalam pengunaan hak, antara laian:  

1) Hak guna jalan (Haq Al-Murur) umum/raya, adalah jalan yang dimilki 

oleh pemerintah (negara), semua orang bebas menggunakan jalan tersebut, 

asalkan penggunaan jalan tidak merugikan negara.
17

 Dalam perspektif 

fiqh, menurut Wahbah Zuhaili, jalan umum/raya bebas digunakan oleh 
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Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 21 
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masyarakat, namun pemanfaatannya tidak melanggar syariat da merugikan 

orang lain.
18

 Hal itu sesuai dengan hadist Nabi Muhammad SAW : 

عَنْ أبَـِيْ سَعِيْدٍ سَعْدِ بْنِ مَالِكِ بْنِ سِنَانٍ الـْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْوُ أَنَّ رَسُوْلَ الِله صَلَّـى 
 (هجرواه ابن ما) لًَ ضَرَرَ وَلًَ ضِرَارَ : اللهُ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ قَالَ 

Artinya: Dari Abû Sa‟îd Sa‟d bin Mâlik bin Sinân al-Khudri Radhyallahu anhu, 

Rasûlullâh Shallallahu „alaihi wa sallam bersabda, “Tidak boleh ada 

bahaya dan tidak boleh membahayakan orang lain.” (HR. Ibnu Majah). 

 

2) Hak guna jalan (Haq Al-Murur) khusus, adalah “jalan yang kepemilikan 

terbatas pada pemilik, keluarga, dan serikatnya saja.”
19

 Menurut Undang-

undang Nomor 38 Tahun 2004, jalan khusus adalah “jalan yang dibangun 

oleh instansi, badan usaha, perseorangan, atau kelompok masyarakat untuk 

kepentingan sendri.” Signifikansinya untuk transportasi adalah apabila 

jalan raya atau umum terlalu ramai dan bahkan sulit untuk dilalui, maka 

pihak pemilik tanah harus membuka jalan tersebut untuk dilalui dan tidak 

boleh melarang orang lain untuk melewati jalan itu.
20

 

3) Hukum PemanfaatanHaq Al-Murur 

Sebagian besar, jalan raya maupun jalan kecil yang ada di Indonesia 

adalah milik negara, sehingga masyarakat bebas menggunakannya, asalkan 

masyarakat yang menggunakannya tidak menimbulkan kerusakan bagi jalan 

tersebut. Apabila pemerintah hendak membuka (membuat) jalan dan diatas jalan 

yang hendak dibuka adalah milik warga, maka pemerintah wajib membeli tanah 

warga tersebut dan warga wajib menjualnya untuk pemerintah, karena hal itu 
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Wahbah Az-Zuhaili, Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Jilid 6, (Jakarta: Gema Insani, 2002), 
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untuk kepentingan masyarakat. Dalam ajaran Islam, terdapat hukum mengenai 

pemanfaatan Haq Al-Murur, dalam hukum pemanfaatan inilah yang akan 

dijelaskan lebih mendetail tentang bagaimana hak penggunaan, seperti yang 

penulis kutip dari kitab karangan Wahbah Al-Zuhaili:   

“hukum Haq Al-Murur berbeda-beda sesuai jenis jalan yang dilewatinya, seperti: 

1. Jika jalan itu adalah jalan umum, maka setiap orang memiki hak pakai 

atau hak guna jalan tersebut, karena itu termasuk mubah, baik untuk 

lewat,membuka jendela, membuat jalan cabang, mendirikan billboard, 

membuat balkon dan lain sebagainya.”
21

 

Maksud dari pernyataan di atas adalah apabila jalan yang 

dimanfaatkan adalah jalan umum, maka hukumnya mubah apabila 

seseorang memanfaatkan jalan tersebut, seperti membuat jalan lewat, 

membuka jendela, membuka jalan cabang, membuat balkon, termasuk 

mendirikian billboard tersebut dan memarkirkan kendaraan di pinggir 

jalan itu,
22

 asalkan pemanfaatan jalan tersebut tidak bertentangan dengan 

syariat dan merugikan orang lain.  

2. Adapun jika jalan tersebut adalah jalan khusus, maka hak guna jalan 

tersebut terbatas pada pemiliknya, atau orang-orang yang bertempat 

tinggal disekitar jalan tersebut, atau pihak-pihak yang memiliki hak guna 

atas jalan tersebut. Maka oleh karena itu, orang selain mereka tidak boleh 

membuka pintu atau jendela yang menjorok ke jalan tersebut kecuali atas 

izin mereka. Namun, semua orang boleh ikut menggunakan jalan tersebut 
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untuk lewat jika jalan umum terlalu ramai dan padat. Para pemilik jalan 

tersebut tidak boleh membuntuinya atau menghilangkannya demi untuk 

menghormati hak masyarakat umum terhadap jalan tersebut.
23

 

Berbeda hukum pemanfaatan apabila jalan itu milik umum, maka jalan 

yang dilewati adalah milik pribadi atau milik sebagian orang, maka hukum 

pemanfaatannya harus dengan izin pemilik jalan. Selain dari pemilik jalan, orang 

lain tidak boleh memanfaatkan jalan tersebut kecuali atas izin pemilik jalan. 

Namun, apabila jalan umum (jalan milik pemerintah) padat dan ramai dalam 

artian susah untuk dilalui, maka pemilik jalan wajib membuka jalan miliknya 

demi menghormati hak masyarakat umum terhadap jalan tersebut.  

4) Pelanggaran dalam Penggunaan Hak 

Pelanggaran dalam penggunaan hak (Ta‟assuf fi Isti‟malil Haqq) 

ditegaskan dalam ajaran Islam sebagai perbuatan terlarang dan tercela. Hal 

yang menunjukkan larangan terhadap  Ta‟assuf fi Isti‟malil Haqqmenurut 

ulama fiqh antara lain didasarkan pada dua pertimbangan prinsip, yakni: 

1. Prinsip tauhid mengajarkan bahwasanya Allah SWT adalah pemilik 

hak yang sesungguhnya, sedang hak yang dimiliki manusia merupakan 

amanat Allah yang harus dipergunakan sebagaimana yang 

dikehendaki-Nya. Oleh karena itu, penggunaan hak sama sekali tidak 

boleh mlanggar hak atau kepentingan masyarakat umum.
24

 Prinsip ini 

menjelaskan bahwa Allah yang memiliki hak, manusia hanya diberi 

hak apabila dikehendaki oleh Allah. Apabila hak yang dgunakan 
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WahbahAz-Zuhaili, Fiqh Islam WaAdillatuhuJilid 6... Hlm. 558  
24

Gemala Dewi, Hukum Perikatan Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 75 
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manusia tidak sesuai dengan kehendak Allah, seperti dengan 

menggunakan hak itu, dapat merugika orang lain, maka hak yang 

digunakan manusia tidak diperbolehkan.  

2. Prinsip kebebasan dalam Islam tidaklah bersifat mutlak, melainkan 

kebebasan yang bertanggung jawab. Artinya, kebebasan 

mempergunakan hak disertai sikap tanggung jawab atas terpeliharanya 

hak dan kepentingan orang lain. Prinsip ini menjelaskan bahwa 

manusia bebas menggunakannya haknya, namun hak yang 

digunakannya harus diiringi dengan tanggung jawab. Apabila dalam 

penggunaan hak tidak disertai tanggung jawab, maka hal itu tidak 

diperbolehkan menurut prinsip ini.  

Perbuatan yang tergolong  ta‟assuf fi isti‟malil haqq menurut ulama 

fiqh yang penulis ambil dari kitab Wahbah Al-Zuhaili antara lain:  

1) Apabila seseorang dalam mempergunakan haknya mengakibatkan 

pelangggran terhadap hak orang lain atau menimbulkan kerugian terhadap 

kepentingan orang lain.
25

Sebagai contoh suami yang musafir 

meninggalkan isteri dan keluarganya dalam jangka waktu lama sehingga 

memudharatkan keluarganya, wasiat yang memudhratkan keluarganya dan 

piutang, orang yang sedang sakit mati yang mentalak isterinya agar tidak 

mewarisinya, dan pengakuan utang oleh orang yang sedang sakit mati 

untuk mencegah ahli waris untuk mendapatkan hartanya.
26
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Wahbah Az-Zuhaili, Al-Fiqh Islamiyah Wal Addillatuhu IV, (DamaskuS: Darul Fikr, 

1984), hlm. 2866. 
26

Fauzi, Teori Hak dan Istishlahi Dalam Fiqh Komtemporer, Sebuah Aplikasi Pada Kasus 
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2) Apabila seseorang melakukan perbuatan yang tidak disyariatkan dan tidak 

sesuai dengan tujuan kemashlahatan yang ingin dicapai dalam penggunaan 

haknya tersebut.
27

 Sebagai contoh, melakukan transaksi jual beli sebagai 

sarana untuk riba atau bunga seperti jual beli „inah
28

, dan isteri non 

muslimah lalu masuk islam dengan tujuan mendapatkan warisan suaminya 

atau menghibah harta sebelum haul dengan tujuan agar zakat menjadi 

gugur.
29

 

3) Apabila seseorang menggunakan haknya untuk kemaslahatan pribadinya 

tetapi mengakibatkan kemudharatan yang besar terhadap pihak lain atau 

kemaslahatan yang ditimbulkannya sebanding dengan mudharat yang 

ditimbulkannya, baik terhadap kepentingan pribadi, orang lain atau 

terhadap kepentingan masyarakat umum.
30

 Sebagai contoh, ihtikar 

(penimbunan barang)
31

, talaqqi al-rukban
32

, menjual anggur kepada 

peminum khamar, menjual senjata kepada perampok ketika terjadi fitnah, 

dan lain sebagainya yang dapat menimbulkan kemudharatan bagi orang 

lain.
33
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Wahbah Az-Zuhaili, Al-Fiqh Islamiyah Wal Addillatuhu IV... hlm. 2867 
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Jual beli sesuatu dengan pembayaran kemudian, lalu jual kepada pembeli yang sama 

secara tunai dengan harga yang lebih sedikit dari „aqd pertama dengan tujuan ribawi. 
29

Fauzi, Teori Hak dan Istishlahi Dalam Fiqh Kontemporer (Sebuah Aplikasi Pada Kasus 

Hak Cipta), hlm. 53 
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Wahbah Az-Zuhaili, Al-Fiqh Islamiyah Wal Addillatuhu IV... hlm. 2868. 
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Membeli kebutuhan pokok lalu menimpannya untuk menjualnya pada saat harga 

meninggi sementara manusia membutuhkannya. 
32

Pedagang yang mencegat sekelompok orang yang membawa barang dagangan dari 

kampung ke kota agar menjual barang-barang mereka dan membelinya dibawah harga pasar, lalu 

ia menjualnya ke kota dengan harga yang melambung.  
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4) Apabila seseorang mempergunakan haknya tidak sesuai tempatnya atau 

bertentangan dengan adat kebiasaan yang berlaku serta menimbulkan 

mudharat terhadap pihak lain.
34

 Seperti membesarkan suara radio yang 

mengganggu tetangganya, menyewa rumah lalu membiarkan air tergenang 

di dalamnya, meyewa mobil lalu membawa barang melebihi muatannya, 

atau binatang lalu memukulnya denga  keras atau membawa barang di luar 

kemampuannya.
35

 

5) Apabila seseorang menggunakan haknya tanpa hati-hati, lalu mengganggu 

orang lain, maka dianggap pelanggaran dan bertanggung jawab atas 

kekeliruan itu.
36

 Kekeliruan itu bisa bersifat sengaja seperti pemburu 

dengan objek bayangan dari jarak jauh. Ia menduga bahwa bayangan itu 

pantulan dati binatang buruan, lalu tergelincir dan menimpa manusia yang 

menyebabkan kematiannya.
37

 

2.1.3. RegulasitentangIklan (Billboard) danPenggunaJalan 

Pemerintah Kota Banda Aceh telah mengeluarkan regulasi terkait dengan 

billboard atau papan reklame, baik dari segi kegiatan maupun penempatannya. 

Regulasi yang dikeluarkan adalah berupa Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 

7 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Reklame dalam Pasal 1 angka (9) 

dinyatakan bahwa perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau 

pelaku usaha atau kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar. 

Dalam Diktum Kedua Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 313 Tahun 2012 
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Wahbah Az-Zuhaili, Al-Fiqh Islamiyah Wal Addillatuhu IV... hlm., 2870. 
35

Fauzi, Teori Hak dan Istishlahi Dalam Fiqh Kontemporer... hlm. 56. 
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Wahbah Az-Zuhaili, Al-Fiqh Islamiyah Wal Addillatuhu IV... hlm., 2871. 
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Tentang Standar Pelayanan Publik pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu 

Pintu Kota Banda Aceh disebutkan salah satu jenis perizinan diantaranya adalah 

izin reklame.
38

 

Dalam Pasal 1 angka 6 Qanun Kota Banda Aceh Nomor 8 Tahun 2011 

Tentang Pajak Reklame disebutkan, Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau 

media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial, 

memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian 

umum, terhadap barang, jasa, orang atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, 

didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
39

 

Menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan umum 

adalah “jalan yang dipruntukkan bagi lalu lintas umum”. Pengertian yang 

djelaskan oleh fiqh jalan umum adalah jalan milik pemerintah, sama dengan 

pengertian yang diberikan Undang-Undang. Jalan umum/raya yang dimiliki oleh 

negara bebas digunakan untuk transpotasi, karena maksud dari pemerintah 

membangun jalan ini yaitu untuk memudahkan masyarakatnya bertransportasi, 

sehingga masyarakat bebas untuk bertransportasi atau menggunakan jalan tersebut 

asalkan tidak mengganggu orang lain dan merugikan negara. Dalam Undang-

Undang Nomor 38 Tahun 2004 pasal 63, 64, dan 65 tentang jalan telah tercantum 

beberapa ketentuan pengguna jalan, antara lain: 
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 Pasal 63 

(1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan yang 

mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang manfaat 

jalan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), dipidana 

dengan pidana penjara paling lama 18 (delapan belas) bulan atau 

denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta 

rupiah).   

(2) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan yang 

mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang milik jalan, 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), dipidana dengan 

pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan atau denda paling 

banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).    

(3) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan yang 

mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang 

pengawasan jalan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), 

dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau 

denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).    

(4) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan 

penyelenggaraan jalan sebagaimana dimaksud pada Pasal 42, 

dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda 

paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).    

(5) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan pengusahaan 

jalan tol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, dipidana dengan 

pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling 

banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).    

(6) Setiap orang selain pengguna jalan tol dan petugas jalan tol yang 

dengan sengaja memasuki jalan tol sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 56, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 14 (empat 

belas) hari atau denda paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta 

rupiah). 

 

   Pasal 64   

(1) Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan terganggunya 

fungsi jalan di dalam ruang manfaat jalan, sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 12 ayat (1), dipidana dengan pidana kurungan paling 

lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga 

ratus juta rupiah).    

(2) Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan terganggunya 

fungsi jalan di dalam ruang milik jalan, sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 12 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling 

lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua 

ratus juta rupiah).    

(3) Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan terganggunya 

fungsi jalan di dalam ruang pengawasan jalan, sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), dipidana dengan pidana kurungan 
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paling lama 12 (dua belas) hari atau denda paling banyak 

Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah).   

(4) Setiap orang selain pengguna jalan tol dan petugas jalan tol yang 

karena kelalaiannya memasuki jalan tol, sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 56, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 7 

(tujuh) hari atau denda paling banyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima 

ratus ribu rupiah).    

 

 Pasal 65   

(1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, 

Pasal 42, dan Pasal 54 dilakukan badan usaha, pidana dikenakan 

terhadap badan usaha yang bersangkutan.    

(2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dikenakan terhadap badan usaha, pidana yang dijatuhkan adalah 

pidana denda ditambah sepertiga denda yang dijatuhkan.
40

 

 

2.1.4. PendapatFuqahaTentangHaq Al-MururdanPenggunaannya 

Beberapa dari literatur memaparkan pendapat-pendapat ulama, seperti 

dalam kitab yang ditulis Wahbah Az-Zuhaili dan literatur yang ditulis Nasrun 

Haroen, menyebutkan bahwa sebagian ulama seperti Imam Abu Hanifah 

berpendapat bahhynjnmnjfwa penggunaan jalan umum apabila dapat mengganggu 

arus lalu lintas, seperti membangun kios di pinggir jalan, membangun papan iklan 

(billboard) dengan ukuran yang terlalu besar, misalnya yang dapat membuat jalan 

macet atau jalan menjadi sempit maka penggunaan jalan tersebut tidak 

diperbolehkan namum apabila tidak merugikan dan tudak mengganggu pengguna 

jalan lain, maka hal itu diperbolehkan dengan syarat harus mendapat izin dari 

hakim (pemerintah), misalnya untuk membangun papan iklan (billboard) atau 

berjualan di pinggir jalan tersebut.
41

 Berbeda pendapat dengan Muhammad dan 
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Abu Yusuf, menurut mereka tidak perlu mendapat izin dari hakim (pemerintah). 

Pendapat mereka juga didukung oleh ulama Syafi‟iyyah dan ulama Hanabilah.
42

 

Ulama Malikiyyah, berpendapat mengenai membangun sesuatu bangunan di jalan 

umum atau mengambil bagian dari badan jalan untuk ditambahkan ke tempat 

miliknya, maka hal itu dilarang berdasarkan kesepakatan. Berbeda pendapat 

dengan ulama Syafi‟iyyah mengatakan bahwa, seseorang tidak boleh melakukan 

hal yang mengganggu para pengguna jalan tersebut jika jalan tersebut adalah jalan 

umum/raya. Karena jalan itu merupakan hak seluruh kaum Muslimin. Maka oleh 

karena itu, seseorang tidak boleh membangun sayap bangunan yang menonjol 

kejalan, juga tidak boleh membangun atap di atasnya (atap yang menghubungkan 

dua tembok sementara jalan tersebut berada di antara keduanya) yang 

mengganggu pengguna jalan lain.
43

 

2.2. Kelayakan Bisnis dalam Penempatan Billboard 

Studi kelayakan bisnis merupakan suatu kegiatan yang mempelajari secara 

mendalam tentang suatu kegiatan atau usaha/bisnis yang akan djalankan, dalam 

rangka menentukan layak atau tidak usaha tersebut dijalankan. Kelayakan artinya 

penelitian yang dilakukan secara mendalam tersebut dilakukan untuk 

menentukanapakah usaha yang dijalankan akan memberikan manfaat yang lebih 

besar dibandingkan dengan biaya yang akan dikeluarkan.
44
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2.2.1. Tujuan Studi Kelayakan Billboard 

Paling tidak ada lima tujuan mengapa sebelum suatu usaha atau proyek 

dijalankan perlu dilakukan studi kelayakan yaitu: 

1. Menghindari Resiko Kerugian  

Untuk mengatasi resiko kerugian dimasa yang akan datang, karena di masa 

yang akan datang ada semacam kondisi ketidakpastian. Kondisi ini ada yang 

dapat diramalkan akan terjadi memang dengan sendirinya terjadi tanpa dapat 

diramalkan. Dalam hal ini fungsi studi kelayakan adalah untuk meminimalkan 

resiko yang dapat kita kendalikan maupun yang tidak dapat dikendalikan.
45

 

2. Memudahkan Perencanaan 

Jika kita sudah dapat meramalkan apa yang akan terjadi di masa yang akan 

datang, maka akan mempermudah kita dalam melakukan perencanaan dan hal-

hal apa saja yang perlu direncanakan. Perencanaan meliputi berapa jumlah 

dana yang diperluka, kapan usaha atau proyek akan dijalankan, dimana lokasi 

proyek akan dibangun, siapa-siapa yang akan melaksanakannya, bagaimana 

cara menjalankannya, berapa besar keuntungan yang akan diperoleh serta 

bagaimana mengawasinya jika terjadi penyimpangan. Yang jelas dalam 

perencanaan sudah terdapat jadwal pelaksanaan usaha, mulai dari usaha 

dijalankan sampai waktu tertentu.  

3. Memudahkan Pelaksanaan Pekerjaan  

Dengan adanya berbagai rencana yang sudah disusun akan sangat 

memudahkan pelaksanaan bisnis. Para pelaksana yang mengerjakan bisnis 
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tersebut telah memiliki pedoman yang harus diikuti. Kemudian pengerjaan 

usaha dapat dilakukan secarasistematik, sehingga tepat sasaran dan sesuai 

dengan rencana yang sudah disusun. Rencana yang sudah disusun dijadikan 

acuan dalam mengerjakan setiap usaha yang sudah direncanakan.  

4. Memudahkan Pengawasan 

Dengan telah dilaksanakannya suatu usaha atau proyek sesuai dengan rencana 

yang sudah disusun, maka akan memudahkan perusahaan untuk melakukan 

pengawasan terhadap jalannya usaha. Pengawasan ini perlu dilakukan agar 

pelaksaan usaha tidak melenceng dari rencana yang telah disusun. Pelaksana 

pekerjaan dapat sungguh-sungguh melakukan pekerjaannya karena merasa ada 

yang mengawasi, sehingga pelaksanaan pekerjaan tidak terhambat oleh hal-hal 

yang tidak perlu.
46

 

5. Memudahkan Pengendalian 

Apabila dalam pelaksanaan pekerjaan telah dilakukan pengawasan maka jika 

terjadi sesuatu penyimpangan akan mudah terdeteksi, sehingga akan dapat 

dilakukan pengendalian atas penyimpangan tersebut. Tujuan pengendalian 

adalah untuk mengendalikan pelaksanaan pekerjaan tidak melenceng dari 

relyang sesungguhnya, sehingga pada akhirnya tujuan perusahaan akan 

tercapai.
47

 

2.2.2. Analisis Teknis dan Manajemen 

Analisis teknis dan manajemen merupakan kegiatan lanjut yang harus 

dilakukan dalam tahapan studi kelayakan usaha. Analisis ini bertujuan untuk 
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memastikan bahwa ide/gagasan yang telah dipilih itu layak, dalam arti kata 

ketersedian lokasi, alat, bahan, teknologi (metode), keterampilan SDM, dan dana 

yang diperlukan untuk mendukung kelancaran proses produksi sehingga dapat 

menghasilkan produk yang berkualitas dan dapat memenuhi kebutuhan pelanggan 

di pasar sasaran.
48

 

a) Studi Lokasi 

Pemilihan lokasi dalam analisis teknis dan manajemen ini merupakan 

unsur pertama yang mendapat sorotan, karena itu adalah tempat dimana 

produksi itu akan berlangsung. Kesalahan dalam memilih lokasi banyak 

membawa implikasi negatif dari proses secara keseluruhan. Misalnya, 

suatu produk/jasa yang layaknya diproduksi dekat dengan pusat sumber 

bahan baku, tetapi didirikan justru dekat dengan pasar, akibatnya jelas 

bahwa proses produksi akan terbebani biaya angkut yang tinggi, karena 

biaya tinggi maka harga jual kurang kompetitif.
49

 

b) Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penentuan Lokasi 

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pemilihan lokasi yang tepat 

dibagi menjadi dua bagian, yaitu:  

a. Faktor primer, dan 

b. Faktor skunder.  

Penting tidaknya kedua faktor ini sangat tergantung pada bentuk dan jenis 

usaha yang akan diuraikan atau dapat juga dikatakan bahwa penting tidaknya 
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kedua faktor ini juga ada hubungannya langsung dengan tujuan dari setiap usaha 

yang akan didirikan.
50

 

c) Tahapan Pemilihan Lokasi 

Tiga tahap yang harus dilalui jika suatu lokasi akan dipilih sebagai lokasi 

usaha, yaitu sebagai berikut: 

Tahap Pertama: melihat kemungkinan daerah mana yang akan dijadikan sebagai 

lokasi usaha dengan mempertimbangkan ketentuan pemerintahm 

jenis proses produksi/jasa ini akan menentukan spesifikasi usaha 

yang berhubungan dengan buruh/tenaga kerja, pengangkutan, 

dan lain-lain. 

Tahap Kedua   : memerhatikan pengalaman dari usaha orang lain atau pengalaman 

sendiri, didasari pada jenis barang yang dihasilkan dan proses 

produksinya karena keduanya akan berpengaruh pada sarana 

angkutan, pasar, listrik, air, telepon, dan faktor lainnya dianggap 

penting.
51

 

Tahap Ketiga : mempertimbangkan dan menilai dampak sosial, ataupun dukungan 

dari masyarakat disekitar lokasi. Penilaian ini didapat dengan 

melakukan survei langsung ke lapangan. Dari ketiga tahap itulah 

dianalisis dan dipertimbangkan apakah suatu usaha layak 

didirikan pada lokasi atau wilayah tersebut.
52
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2.2.3. Tindakan yang Menimbulkan Kerusakan 

Al-Quran tidak mengijinkan semua bentuk perilaku yang akan 

menimbulkan kerusakan.Sebagaimana Allah SWT berfirman, 

“Janganlah seseorang menderita kesengsaraan karena anaknya, dan juga seorang 

ayah karena anaknya”. (Al-Baqarah : 2 : 233). 

“Dan persiapkanlah apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dan saksi 

saling menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya, hal 

itu suatu kefasikan pada dirimu”. (Al-Baqarah : 282). 

Para pelaku bisnis Muslim, diharuskan untuk berhati-hati agar jangan 

sampai melakukan tindakan yang merugikan dan membahayakan orang lain, atau 

malah merugikan dirinya sendiri akibat tindakan-tindakan dalam dunia bisnis. Al-

Quran memperingatkan para pelaku bisnis yang tidak memperhatikan kepentingan 

orang lain. Sebagaimana Islam juga memperingatkan sesuatu yang menimbulkan 

kerugian pada orang lain dan bahwa itu bukan hanya tidak disetujui namun lebih 

dari itu perilaku demikian sangatlah dikutuk.
53

 

 

                                                             
53

Mustaq Ahmad, Etika Bisnis dalam Islam, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006), hlm. 
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BAB TIGA 

KELAYAKAN PENEMPATAN BILLBOARD PADA WILAYAH 

PERLINTASAN KOTA BANDA ACEH DITINJAU DARI KONSEP 

HAQ AL-MURUR 

 

 

3.1.Regulasi Pemerintah Kota Banda Aceh Tentang Penempatan Billboard di 

Wilayah Perlintasan Kota Banda Aceh. 

  

Pemerintah Kota Banda Aceh telah mengeluarkan regulasi terkait dengan 

billboard atau papan reklame, baik dari segi kegiatan maupun 

penempatannya.Pemasangan reklame memberikan kontribusi penambahan 

pemasukan ke kas daerah yang nanti dipergunakan untuk pembangunan Kota 

Banda Aceh. Billboard tidak hanya mengutamakan aspek pemasukan saja, tetapi 

juga mementingkan aspek keindahan, ketertiban, dan keamanan. Namun, didalam 

penyelenggaraan reklame masih ada beberapa penyimpangan.  

Berdasarkan Pasal 112 ayat (1) QanunNomor 2 Tahun 2008 Tentang Susunan 

Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banda Aceh disebutkan bahwa 

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah sebagai unsur 

pendukung tugas Walikota di bidang pelayanan perizinan dan non perizinan. 

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai unsur 

pendukung tugas Walikota yang memiliki kewenangan untuk melakukan 

pengawasan di bidang pelayanan perizinan dan non perizinan.  

Hal itu sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 116 Qanun Kota Banda 

Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat 

Daerah Kota Banda Aceh disebutkan bahwaDinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai kewenangan: 
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a. Menyiapkan kebijakan dan pedoman pelaksanaan pelayanan perizinan dan 

non perizinan;  

b. Melakukan penelitian dan pengembangan, pengendalian, dan pengawasan 

di bidang pelayanan perizinan dan non perizinan;  

c. Melakukan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;  

d. Menyelenggarakan pelayanan informasi dan pengaduan;  

e. Menerima retribusi perizinan dan non perizinan sesuai dengan peraturan 

perundangundangan;  

f. Menerbitkan dan menandatangani dokumen perizinan dan non perizinan 

atas nama Walikota berdasarkan pendelegasian kewenangan 

g. Menyiapkan bahan pembinaan, evaluasi, pelaporan pelayanan perizinan 

dan non perizinan.
1
 

Terkait dengan billboard itu sendiri diatur dalam Peraturan Walikota 

Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Reklame, kemudian Peraturan 

Walikota Nomor 7A Tahun 2012 tentang Nilai Sewa Reklame, serta Qanun Kota 

Banda Aceh Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame. 

3.1.1. Pelaksanaan/Pemasangan Billboard 

Penyelenggaraan Reklamedalam hal ini yang dimaksud dengan ketentuan 

umum yang diatur di dalamnya beberapa peran dan ketetapan Pemerintah Kota 

Banda Aceh terdiri dari:  

                                                             
1
Qanun Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat 

Daerah Kota Banda Aceh 
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 Tim Penertiban reklame adalah tim yang dibentuk oleh Walikota untuk 

melaksanakan   penertiban  penyelenggaraan  reklame yang melibatkan 

unsur-unsur terkait. 

 Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota berdasarkan 

Qanun atau Peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan 

sah atau diperbolehkannya seseorang atau Badan untuk melakukan usaha 

atau kegiatan tertentu. 

 Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak 

ragamnya dirancang untuk tujuan komersial, memperkenalkan, 

menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum 

terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, 

didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum. 

 Lokasi reklame adalah tempat pemasangan satu atau beberapa buah 

reklame. 

 Bangunanreklameadalahreklame yang terdiridari panel 

reklameberikutkomponenstruktur yang memikulnya. 

 Kontruksi reklame adalah kekuatan bangunan reklame sesuai dengan 

ukuran atau dimensi bangunan reklame tersebut didirikan. 

 Kontruksi/lokasi reklame adalah suatu sarana atau tempat pemasangan 

satu atau beberapa buah reklame. 

 Penyelenggara reklame adalah perorangan atau badan hukum yang 

menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau atas 

nama pihak lain yang menjadi tanggungannya. 
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 Titik Reklame adalah tempat dimana reklame didirikan, ditempelkan dan 

digantungkan. 

 Tinggi Reklame adalah jarak antara ambang paling bawah bidang reklame 

dengan permukaan tanah rata-rata atau bidang atap datar/plat beton dan 

sejenisnya yang memenuhi kelayakan konstruksi reklame. 

 Regulasi yang dikeluarkan Pemerintah Kota Banda Aceh terkait 

pelaksanaan dan penyelenggraan billboard adalah berupa dalam Pasal 1 angka (9) 

Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan 

Reklame dinyatakan bahwa perizinan adalah pemberian legalitas kepada 

seseorang atau pelaku usaha atau kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin 

maupun tanda daftar. Dalam Diktum Kedua Keputusan Walikota Banda Aceh 

Nomor 313 Tahun 2012 Tentang Standar Pelayanan Publik pada Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh 

disebutkan salah satu jenis perizinan diantaranya adalah izin billboard.
2
 

Seperti disebutkan dalam Pasal 1 angka (15) Peraturan Walikota BandaAceh 

Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Reklame, bahwa Lokasi 

billboard adalah suatu sarana atau tempat pemasangan billboard satu atau 

beberapa buah billboard. Masih kurangnya lokasi yang disediakan untuk dapat 

dipasangkan reklame seperti jenis spanduk,billboard, baliho, poster, umbul-umbul 

dan lain-lainnya yang sejenis. Kurangnya ketersediaan lokasi untuk pemasangan 

billboard menjadi salah satu penyebab pemasang billboard memasang di tempat-

tempat yang dilarang.  

                                                             
2

Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan 

Reklame 
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 Jenis reklame dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu dalam Pasal 2 Peraturan 

Walikota Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Reklame yang dimaksud 

sebagai berikut : 

a. reklame tetap terbatas; dan 

b. reklame insidentil. 

(1) Reklame tetap terbatas adalah reklame yang mendapatkan ijin tertulis untuk 

penyelenggaraan reklame yang berlaku selama 1 (satu) tahun. 

(2) Reklame insidentil adalah reklame yang mendapatkan ijin tertulis untuk 

penyelenggaraan reklame yang berlaku kurang dari 1 (satu) tahun yang terdiri 

dari: 

a. reklame baliho/kain/spanduk/umbul-umbul/poster; 

b. reklame stiker/melekat; 

c. reklame selebaran/brosur/leafleat; 

d. reklame udara; 

e. reklame suara; 

f. reklame peragaan; dan 

g. reklame berjalan, termasuk pada kendaraan. 

 

Dalam penyelenggaraan billboard terdapat standar dan izin yang harus 

dituntaskan oleh para pelaku atau produsen billboard melalui proses yang 

dilakukan oleh pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

(DPMPTSP), regulasi tersebut diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan 

Walikota nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Reklame. 

Setiap pemasangan reklame harus memenuhi standar reklame, standar 

reklame sebagaimana dimaksud, meliputi :   

a. standar etik yaitu isinya tidak bertentangan dengan unsur SARA (Suku, 

Agama, Ras dan Antar Golongan) dan menjaga norma kesopanan; 

b. standar syariat yaitu bentuk dan penampilan gambar serta kata-kata sesuai 

dengan syariat Islam; 

c. standar estetis yaitu bentuk Kontruksi dan penampilannya memperhatikan 

aspek keindahan; 

d. standar teknis yaitu reklame yang dipasang memenuhi ketentuan standar 

kekuatan konstruksi; 

e. standar fiskal yaitu reklame yang dipasang telah melunasi seluruh kewajiban 

perpajakan dan/atau retribusi; 
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f. standar administrasi yaitu reklame yang dipasang memenuhi persyaratan 

perijinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;dan 

g. standar keselamatan yaitu reklame yang dipasang tidak menggangu lalu lintas 

dan tidak membahayakan masyarakat disekitarnya. 

 

Mengenai hal izinbillboardterdapat beberapa aturan atau langkah yang harus 

diketahui produsen/pihak perusahaan advertising guna izin yang dilakukan 

memenuhi standar aturan yang ditetapkan oleh pemerintah, yaitu: 

(1) Setiappenyelenggarareklame di Kota harusmemilikiizinpenyelenggaraan 

reklamedariPemerintah Kota. 

(2) Izinpenyelenggaraan reklamesebagaimanadimaksudpadaayat (1) 

hanyaberlakuuntuksatujenisproduk yang dimohonkan. 

(3) Penggantian terhadap jenis produk reklame, tampilan materi reklame 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memiliki izin reklame yang baru 

dari Pemerintah Kota  

 

Dalam Pasal 1 angka 6 Qanun Kota Banda Aceh Nomor 8 Tahun 2011 

tentang Pajak Reklame disebutkan, reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau 

media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial, 

memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian 

umum, terhadap barang, jasa, orang atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, 

didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
3
 

Nilai Jual Objek Pajak Reklame merupakan keseluruhan pembayaran/ 

pengeluaran biaya yang dikeluarkan oleh pemilik dan atau penyelenggara reklame 

termasuk dalam hal ini adalah biaya harga beli bahan reklame, konstruksi instalasi 

listrik, pembayaran/ongkos perakitan, pemancaran, peragaan, penayangan, 

pengecatan, pemasangan dan transportasi pengangkutan dan lainnya sebagaimana 

sampai dengan bangunan reklame rampung, dipancarkan, diperagakan, 

ditayangkan dan atau terpasang ditempat yang telah diizinkan.Nilai strategis 

                                                             
3
Qanun Kota Banda Aceh Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame. 
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lokasi reklame terdapat titik pada lokasi pemasangan reklame tersebut 

berdasarkan kriteria kepadatan kemanfaatan tata ruang kota untuk berbagai aspek 

kegiatan dibidang usaha. 

Sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Walikota Nomor 7A Tahun 2012 tentang 

Nilai Sewa Reklame disebutkan bahwa dasar pengenaan dan tarif pajak yaitu 

NSR,NJOPR, dan NSPR. 

PerhitunganNSRditentukandenganrumussebagaiberikutNSR = NJOPR + 

NSPR.Tarifpajakreklame sebesar 25% (duapuluh lima per seratus) dari 

NSR.Besarnya NJOPR dan NSPR beserta perhitungannya sebagaimana tercantum 

dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan 

ini. 

NJOPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a ditentukan 

oleh faktor biaya sebagai berikut: 

b. Pembuatan/pemasanganreklame 

c. Pemeliharaanreklame 

d. Lamanyapemasanganreklame, dan 

e. Jenisreklame yang dipasang 

NSPR sebagaimanadimaksuddiatas ditentukanolehfaktor sebagai berikut: 

a. lokasi 

b. luas 

c. sudutpandang, dan 

d. kelasjalan. 
  

 Lokasi penempatan reklame dibedakan berdasarkan kelas jalan sebagai 

berikut Kelas Utama, Kelas I, Kelas II, dan Kelas III.Kelas jalan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) pasal 8 Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 7A Tahun 

2012 dikelompokkan berdasarkan nama jalan sebagaimana tercantum dalam 

lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini. 
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 Khususuntukjenisreklame yang bersifatharian, mingguan, danbulanan, 

besaranNSRsebagaiberikut:
4
 

NO JenisReklame Harga 

1 Reklame melekat (stiker) dan poster  Rp. 1.000/lembar dengan nilai 

ketetapan sekurang-kurangya  

Rp. 500.000,-selama 30 harisetiap 

kali pembayaran; 

2 Reklame selebaran Rp. 1.000 /lembar  dengan nilai 

ketetapan sewa  sekurang-kurangya  

Rp. 500.000,-  setiap kali 

penyelenggaraan; 

3 Reklame berjalan/ kenderaan 

 

Rp. 5.000/M
2
/hari; 

4 Reklame udara Rp. 2.000.000,-/M2 / 30 hari sekali 

peragaan 

5 Reklame suara Rp. 1000 / 15 detik  bagian-bagian 

yang kurang dari 15 detik dihitung 

15 detik; 

6 Reklame Film/slide Rp. 5000/15 detik, dengan suara  

Rp. 2000/15 detik tanpa suara, 

bagian–bagian yang kurang dari  15 

detik  dihitung  menjadi 15 Detik; 

7 Reklame peragaan Rp. 12.000/hari dengan nilai 

ketetapan sekurang-kurangnya         

Rp. 240.000; 

8 Running text Rp. 1.000/huruf dengan nilai 

ketetapanSekurang-kuranya 

Rp. 1.000.000; 

9 Spanduk/ umbul-umbul 1. Rp. 2.500/ M
2
/ selama 7 hari 

2. Rp. 4500,- / M
2
/  harike 8 s/d ke 30 

hari; 

10 Sun Screen/ sun blind 1. Rp. 2.500/ M
2
/ selama 7 hari 

2. Rp. 4500,-/ M
2
/ hari 8 s/d ke 30 

hari.   

                                                             
4
Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 7A Tahun 2012 Nilai Sewa Reklame 
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3.1.2.   Pelanggaran Pemasangan Billboard 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Zuhri Kepala bidang Pendataan 

Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, banyak dari perusahaan 

advertising atau produsen billboard yang melalaikan kewajiban pajaknya baik 

yang tidak membayarnya ataupun yang menunggak pembayaran. Namum pihak 

DPKAD tetap memberikan surat peringatan dengan syarat-syarat tertentu yang 

harus dipenuhi oleh pihak perusahaan dalam rangka menyelesaikan penunggakan 

pajak tersebut, dan apabila tidak membayarnya juga maka pihak dinas akan 

mencabut semua izin serta akan mencopot titik lokasi billboard yang telah dibuat 

oleh perusahaan advertising.
5
 

 Jika diihat jenis piutang pajak yang terjadi pada reklame/billboard pada 

tahun 2017 terdapat jumlah piutang pajak yaitu Rp. 627.260.115 dengan realisasi 

pembayaran jumlah wajib pajak yaitu 127 jenis reklame dengan total pembayaran 

Rp. 263.298.278, dan sisa piutang pajak dari jumlah wajib pajak 200 jenis 

reklame dengan total pembayaran Rp. 363.961.837. Jadi dapat disimpulkan bahwa 

apabila perusahaan atau produsen billboard/reklame tidak melakukan 

kewajibannya dengan tertib baik itu tidak membayar pajak ataupun pajaknya 

menunggak maka akan banyak kerugian yang dialami oleh daerah maupun negara 

dan ini menjadi salah satu dampak negatif bagi ekonomi suatu daerah khususnya 

Kota Banda Aceh.
6
 

                                                             
5
Zuhri, Kepala BidangPendataan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota 

Banda Aceh, Banda Aceh, Wawancara, 16 Juli 2018. 
6
Zulva, Karyawan bidang Pendataan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota 

Banda Aceh, Banda Aceh, Wawancara, 24 Juli 2018. 
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Meskipun telah dikeluarkannya peraturan berkenaan dengan 

penyelenggaraan reklame oleh Pemerintah Kota Banda Aceh, faktanya masih 

sangat banyak billboard yang terpasang tidak sesuai dengan ketentuan. Dalam hal 

ini maka banyak di lapangan para pengguna jalan yang merasa sangat terganggu 

sampai terjadinya beberapa kecelakaan di jalan umum. Berdasarkan hasil 

wawancara dengan Zul Ikram salah satu korban kecelakaan akibat ditabrak oleh 

mobil dari belakang yang sedang lalai membaca hasil iklan dari beberapa 

billboard daerah Simpang Lima Gampong Kuta Alam Kota Banda Aceh, sampai 

supir ini hilang kontrol kemudi karena panik keberadaan motor secara tiba-tiba 

berada tepat dihadapannya.
7
 Maka dari itu telah disebutkan dalam Peraturan 

Walikota Banda Aceh Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Reklame 

pada Pasal 10 dinyatakan setiap penyelenggara reklame dilarang :  

a. Memasang reklame di kawasan kantor pemerintah, gedung sekolah, rumah 

ibadah gedung bersejarah dan rumah sakit;  

b. Memasang pada rambu-rambu lalulintas, lampu jalan dan alat pengatur 

lalu lintas; 

c. Merusak kelestarian lingkungan tempat pemasangan reklame;  

d. Memasang reklame jenis spanduk dengan cara melintang diatas jalan;  

e. Memasang reklame dengan cara menempel pada pagar taman dan tanaman; 

f. Memasang tiang penyangga umbul-umbul menempel dan dipaku pada 

batang pohon atau ornament lampu jalan; dan  

g. Memasang atau menempatkan reklame yang menutupi reklame lainnya.  

 

Pada kenyataannya masih ditemukan reklame yang dipasang di tempat-

tempat yang dilarang oleh Peraturan Walikota tersebut.Masih ditemukan reklame 

yang dipasang pada pagar tanaman, dan dipaku pada batang pohon atau lampu 

jalan bahkan pada rambu-rambu lalu lintas. Padahal Dinas Penanaman Modal dan 

                                                             
7
Hasil wawancara dengan Zul Ikram, warga Kota Banda Aceh, 26 Juni 2018, di Kuta 

Alam Banda Aceh 
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Pelayanan Terpadu Satu Pintu berdasarkan Pasal 116 huruf (b) Qanun Nomor 2 

Tahun 2008 memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan dan berdasarkan 

Pasal 10 Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2012 ada larangan tempat-tempat 

pemasangan reklame. 

3.2. TindakanPemerintah Kota Banda Aceh 

terhadapFeasibilitasPenempatanBillboarddi WilayahPerlintasanJalan 

Pelaksanaan Pengawasan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu PintuBerdasarkan hasil wawancara dengan Suria Bakti Kepala Seksi 

Pelayanan Non Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu (DPMPTSP) Kota Banda Aceh, dalam menjalankan wewenang pengawasan 

yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu(DPMPTSP) Kota Banda Aceh adalah dengan cara pengawasan preventif 

dan tidak langsung. Namun, pengawasan tersebut tidak dapat dilakukan secara 

sempurna karena tidak adanya pegawai khusus/unit pelaksana kerja.
8
 

Walaupun Sumber Daya Manusia pegawai negeri sipil di Dinas Penanaman 

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh cukup memadai, 

tetapi tidak adanya pegawai yang memiliki tugas mengawasi di Dinas Penanaman 

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang melakukan tugas pengawasan 

langsung ke tempat-tempat pemasangan billboard. Pegawai yang ada di Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tidak ada yang ditugaskan 

untuk melakukan pengawasan ke lapangan, karena masih kurang pegawainya. 

Untuk sekarang ini, apabila mendapatkan laporan-laporan dan untuk 

melaksanakan tugas pengawasan langsung ke lapangan ini dilaksanakan dengan 

                                                             
8
Suria Bakti, Kepala Seksi Bagian Non Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu PintuKota Banda Aceh, Banda Aceh, Wawancara, 03 Juni 2018.  
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didampingi oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda 

Aceh.
9
 

 Tetapi, DPMPTSP tetap menjalankan pengawasan preventif yang 

dimaksudkan yaitu pengawasan yang dilakukan pada kegiatan sebelum kegiatan 

itu dilaksanakan, sehingga dapat mencegah terjadinya kegiatan yang 

menyimpang. Dalam menjalankan tugasnya DPMPTSP Kota Banda Aceh 

melaksanakan wewenang pengawasannya dengan cara pengawasan preventif, 

yaitu melalui perizinan. Perizinan yang diterbitkan untuk pengendalian dan 

pengawasan administratif bisa dipergunakan sebagai alat untuk mengevaluasi 

keadaan dan tahapan yang ingin dicapai serta untuk mengevaluasi kendala-

kendala.  

Seperti yang terjadi dengan LP3I Banda Aceh pada tanggal 12 Agustus 2016 

ingin memasang billboard “Penerimaan Mahasiswa Baru” di salah satu titik 

simpang lima Kuta Alam Kota Banda Aceh memerlukan izin dari DPMPTSP 

sebelum memasang billboard tersebut di lokasi, karena billboardmerupakan salah 

satu jenis reklame yang harus mendapatkan izin reklame. Jadi izin yang 

dikeluarkan DPMPTSP ini merupakan bentuk pengawasan secara preventif, 

karena pengawasan preventif dilakukan sebelum kegiatan tersebut dilaksanakan, 

yaitu sebelum spanduk tersebut dipasang sehingga dapat mencegah terjadinya 

pelanggaran.
10

 

Melihat fenomena yang terjadi, banyak billboard di wilayah perlintasan 

kota Banda Aceh kelayakan penempatannya itu di luar dari konteks strategi 

                                                             
9
Ibid., 

10
Tiara, Pegawai Seksi Bagian Non Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh, Banda Aceh, Wawancara, 02 Juni 2018 
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beriklan dan mengganggu pengguna jalan diakibatkan dengan ukuran yang terlalu 

besar dan kondisi fisiknya sebagian tidak terawat, sehingga dapat membahayakan 

keselamatan pengguna jalan. Seperti hal nya di Simpang Lima Kota Banda Aceh, 

Simpang Lambaro, Simpang Mesra, sepanjang Jln. T. Nyak Arief, sepanjang Jln. 

Daud Beureueh dan  Simpang Empat Masjid Agung Makmur serta disejumlah 

jalan dan lokasi lainnya di wilayah Kota Banda Aceh. Oleh sebab itu Pemerintah 

Kota seharusnya meningkatkan sistem proteksi dan memperketat perizinan kepada 

produsen billboard, serta adanya pengawasan khusus setelah adanya uji 

kelayakan. Namun, sejauh ini perizinan dan syarat-syarat yang diberikan tidak 

ketat dan belum ada pengawasan khusus yang dilakukan oleh Pemerintah kota 

Banda Aceh dalam menangani kasus feasibilatas billboard.  

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Zata Yumni masyarakat yang 

tinggal di sekitar tempat billboardyang melanggar menyebutkan, bahwa 

pemasangan billboard di tempat-tempat yang dilarang sangat mengganggu 

kenyamanan dan keindahan. Apalagi reklame yang dipasang di pagar-pagar taman 

sangat tidak indah untuk dipandang mata. Bahkan billboardyang dipasang 

melintang di atas jalan berbahaya bagi masyarakat yang berkendaraan, karena 

dapat mengganggu konsentrasi berkendara untuk membaca billboard tersebut, hal 

tersebut sangat membahayakan bagi yang berkendaraan.
11

 

Berdasarkan hasil analisis bahwa Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu 

Pintu Kota Banda Aceh yang memiliki wewenang dalam pengawasan di bidang 

pelayanan perizinan dan non perizinan belum melaksankan pengawasannya 

                                                             
11

Hasil wawancara dengan Zata Yumni, warga Kota Banda Aceh, 28 Juni 2018, di Kuta 

Alam. 
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dengan maksimal. Tidak maksimalnya pengawasan yang dilakukan dapat 

dibuktikan dengan masih banyak ditemukan pelanggaran billboard yang terjadi di 

Kota Banda Aceh 

3.2.1. Penyebab Penyelenggara Billboard Masih Memasang Billboard di Tempat 

yang Dilarang  

 

a. Kurangnya Ketersediaan Lokasi Billboard 

Seperti disebutkan dalam Pasal 1 angka (15) Peraturan Walikota 

BandaAceh Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Reklame, bahwa 

Lokasi billboard adalah suatu sarana atau tempat pemasangan reklame satu atau 

beberapa buah reklame. Masih kurangnya lokasi yang disediakan untuk dapat 

dipasangkan reklame seperti jenis spanduk, baliho, poster, umbul-umbul dan 

lain-lainnya yang sejenis. Kurangnya ketersediaan lokasi untuk pemasangan 

billboard menjadi salah satu penyebab pemasang billboard memasang di tempat-

tempat yang dilarang.  

Dalam Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan 

Reklame (billboard) pada Pasal 10 dinyatakan setiap penyelenggara billboard 

dilarang :  

a. Memasang reklame di Kawasan kantor pemerintah, gedung sekolah, rumah 

ibadah gedung bersejarah dan rumah sakit;  

b. Memasang pada rambu-rambu lalu lintas, lampu jalan dan alat pengatur lalu 

lintas;  

c. Merusak kelestarian lingkungan tempat pemasangan reklame;  

d. Memasang reklame jenis spanduk dengan cara melintang diatas jalan;  

e. Memasang reklame dengan cara menempel pada pagar taman dan tanaman; 

f. Memasang tiang penyangga umbul-umbul menempel dan di paku pada batang 

pohon atau ornament lampu jalan; dan  

g. Memasang atau menempatkan reklame yang menutupi reklame lainnya. 
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Dalam Peraturan Walikota tersebut disebutkan tempat-tempat yang 

dilarang untuk memasang billboard, tetapi karena kekurangannya lokasi yang 

tersedia tempat-tempat yang dilarang tersebut pun menjadi tempat yang paling 

banyak ditemukan terpasangnya billboard. Penyelenggara billboard tidak setiap 

harinya mengurus perizinannya tetapi setiap bulan izin yang dikeluarkan semakin 

bertambah walaupun tidak sistematis. Seperti yang terlihat pada Tabel 1. Jumlah 

Izin billboarddimulai pada bulan Januari tahun 2015 sampai dengan Mei 2018. 

Tabel 3.1. 

Jumlah Izin Reklame (billboard) 

(Sumber DinasPenanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh) 

 

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa izin yang setiap bulannya, 

jumlah di atas hanya menunjukkan izin yang dikeluarkan bukan jumlah 

billboardnya, karena setiap izin yang dikeluarkan bisa berlaku untuk beberapa 

unit billboardnya. Seperti di bulan Maret 2015, jika dilihat dari 12 izin 

billboardnya, maka jenis reklame yang adaakan melebihi izinnya. Billboardyang 

 

No. 

 

Bulan 

Tahun 

2015 2016 2017 2018 

1 Januari  1 4 4 3 

2 Februari 4 4 3 3 

3 Maret 12 13 2 1 

4 April 13 6 8 4 

5 Mei 4 3 2 2 

6 Juni 8 4 4 - 

7 Juli  5 5 5 - 

8 Agustus 6 10 4 - 

9 September  9 15 8 - 

10 Oktober  1 3 9 - 

11 November  3 6 6 - 

12 Desember  7 7 3 - 
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dilakukan pengurusannya tidak hanya yang bertujuan komersial yaitu bertujuan 

untuk mencari keuntungan tetapi juga ada non komersial yaitu dibuat tidak untuk 

mencari keuntungan semata.   

Berdasarkan hasil analisis dari banyak jumlah billboard yang dikeluarkan 

dan dilihat dari lokasi yang tersedia sangat memungkinkan terjadi pelanggaran. 

Hal ini menunjukkan bahwa perlu banyak ketersediaan tempat billboard atau 

disediakan videotron yang dikelola oleh dinas terkait agar penyelenggara tidak 

melanggar dan tidak banyak butuh lokasi.    

b. Kurangnya Kesadaran Terhadap Hukum  

Tingkatan kesadaran terhadap hukum seseorang berbeda-berbeda, hal 

tersebut dapat dilihat dari beberapa petunjuk yaitu pengetahuan hukum, 

pemahaman tentang hukum dan sikap terhadap hukum. Kepatuhan terhadap 

hukum merupakan bentuk nyata dari sikap terhadap hukum. Namun kepatuhan 

terhadap hukum yang dimiliki oleh penyelenggara billboard masih sangat 

kurang. Adanya yang patuh terhadap peraturan hanya karena untuk menghindari 

sanksi yang diberikan dan ada juga yang patuhi aturan karena semata-mata agar 

tidak terlihat buruk di mata masyarakat.
12

 

Pengetahuan penyelenggara billboard terhadap hukum sangat kurang, 

juga mengenai aturan-aturan dan larangan memasang reklame di tempat-tempat 

tertentu tidak semua penyelenggara billboardmengetahui itu. Hal ini tidak semua 

                                                             
12

HardiKarmy, KasieKetentraman, 

KetertibandanOperasionalSatuanPolisiPamongPrajadanWilayatulHisbah Kota Banda Aceh, Banda 

Aceh, Wawancara, 26 Juni 2018. 
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penyelenggara billboard tidak mengetahui hukum, ada yang mengetahui tetapi 

tidak mematuhinya.
13

 

Diakibatkan kesadaran yang dimiliki penyelenggara billboard untuk 

mematuhi aturan yang berlaku sangat kurang. Hukum tidak dipatuhi bukan 

karena tidak mengetahui adanya aturan, tetapi karena tingkat persaingan dalam 

perdagangan yang tinggi. Penyelenggara billboard bersaing agar dapat 

memasang billboard di tempat yang strategis untuk mengiklankan produk. 

Banyak diantara tempat tersebut merupakan tempat yang dilarang oleh aturan.
14

 

c. Tempat Strategis Untuk Promosi  

Billboardyang dipaku di pohon-pohon pinggir jalan raya, ditempel di 

tiang lampu jalan, ditempel di tiang rambu-rambu lalulintas, diikat melintang 

diatas jalan bahkan dipasang di pagar taman, titik-titik tersebut menjadi paling 

digemari penyelenggara billboard karena tempat-tempat tersebut merupakan 

tempat umum akan selalu ramai orang. Oleh karena itu, titik-titik tersebut 

menjadi titik paling strategis untuk mempromosikan barang-barang atau jasa-jasa 

karena tempat itu akan mudah terlihat oleh orang banyak.
15

 

Namun tempat yang strategis ini merupakan tempat yang dilarang 

oleh Pasal 10 Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 7 Tahun 2012. 

Pemasangan billboard di tempat tersebut menimbulkan kesan tidak harmonis 

                                                             
13

Ade Daman, Masyarakat yangtinggal di sekitarpemasanganbillboard, Banda Aceh, 

Wawancara, 27Juni 2018. 
14

Oktaviani, Penyelenggarabillboardyang dilarang, Banda Aceh, Wawancara, 27Juni 

2018 
15

FirzaVelani, Penyelenggarabillboardyang dilarang, Banda Aceh, Wawancara, 27Juni 

2018 
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sehingga mengganggu keindahan kota karena memberikan efek saling berebut 

perhatian, sehingga informasi yang akan disampaikan menjadi tidak efektif.
16

 

3.2.2 Upaya Yang Dilakukan Pemerintah Kota Banda Aceh Terhadap 

Penyelenggara Billboard Yang Melanggar  

 

a. Pembinaan  

Sesuai dengan Pasal 116 huruf (g) Qanun Nomor 2 Tahun 2008 Tentang 

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banda Aceh 

menyatakan bahwa salah satu kewenangan Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) yaitu menyiapkan bahan pembinaan, 

evaluasi, pelaporan pelayanan perizinan dan non perizinan.Pembinaan diperlukan 

karena masih banyak penyelenggara billboard yang kurang mengetahui larangan 

pemasangan reklame dan juga masih banyak penyelenggara billboardyang tidak 

patuh terhadap aturan mengenai reklame. Pembinaan dapat dilakukan saat 

penyelenggara billboard mengurus izin billboard ke Dinas Penanaman Modal 

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). 

Dengan demikian pembinaan merupakan salah satu upaya yang dilakukan 

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam menertibkan 

pelanggaran-pelanggaran oleh penyelenggara billboard. Dan diharapkan dengan 

ada dilakukannya pembinaan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh 

penyelenggara billboard tersebut dapat diminimalisir walaupun tidak semudah 

yang dibayangkan.
17

 

 

                                                             
16

Mirzaq Maulana, Masyarakat yang tinggaldisekitarpemasanganbillboardBanda Aceh, 

Wawancara, 28Juni 2018. 
17

SuriaBakti, KepalaSeksibagian Non Perizinan Kantor 

PelayananPerizinanTerpaduSatuPintu Kota Banda Aceh, Banda Aceh, Wawancara, 28Juni 2018 
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b. Meningkatkan Kegiatan Pengawasan  

Berdasarkan hasil wawancara dengan Suria Bakti, mengatakan bahwa 

upaya dalam hal pengawasan semakin hari akan semakin harus ditingkatkan. 

Seiring dengan banyaknya laporan dari masyarakat, pengawasan langsung ke 

lapangan juga harus semakin ditingkatkan hari ke hari. Pengawasan tersebut 

dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

mendampingi Petugas dari Seksi Kententraman dan Ketertiban Satpol PP dan 

WH Kota Banda Aceh mengawasi langsung ke lapangan pemasangan titik 

reklame.  

Pengawasan terhadap ketertiban pemasangan reklame merupakan hal yang 

sangat rumit untuk dilaksanakan.Apalagi billboarddi Kota Banda Aceh sangat 

banyak seperti jamur. Dengan demikian peningkatan pengawasan menjadi salah 

satu upaya dalam menertibkan pemasangan billboard di tempat yang dilarang 

oleh aturan.
18

 

c. Pengadaan Lokasi Billboard 

Salah satu penyebab billboard masih terlihat dipasang di tempat-tempat 

terlarang karena kurangnya tersedianya tempat pemasangan billboard di Kota 

Banda Aceh.Maka karena itu, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintumerancang perencanaan untuk melakukan kerjasama dengan Dinas 

Pekerjaan Umum untuk membuat tambahan lokasi pemasangan billboard di 

beberapa titik Kota Banda Aceh.  

                                                             
18

Aiyub, Masyarakat yang tinggal di sekitarpemasanganbillboard Banda Aceh, 

Wawancara, 10 Oktober 2016. 
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Pengadaan lokasi billboard merupakan salah satu upaya yang dilakukan 

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu(DPMPTSP) untuk 

mengurangi pelanggaran pemasangan reklame di Kota Banda Aceh. Diharapkan 

untuk kedepannya pemasangan reklame di tempat-tempat terlarang dapat 

berkurang dengan tersedia lebih banyak lokasi pemasangan billboard yang tidak 

melanggar aturan.  

Berdasarkan hasil analisis tempat-tempat yang disediakan untuk 

pemasangan reklame memasang kurang. Terlebih jika dilihat pada Kelas Utama 

hanya berjumlah 6 (enam) tempat, 6 (enam) tempat tersebut menjadi Kelas utama 

tentu adanya  alasan bahwa tempat tersebut adalah pusat Kota Banda Aceh. Dan 

jika dibandingkan dengan jumlahbillboard yang satu bulannya bisa mencapai 

ratusan unit billboard. 

3.3. Tinjauan Konsep Haq Al-Murur terhadap Feasibilitas Penempatan 

Billboard di Wiliyah Perlintasan Kota Banda Aceh 

 

Bentuk-bentuk Haq Al-Mururdibagi dua yaitu hak guna jalan (Haq Al-

Murur) umum/raya, adalah jalan yang dimilki oleh pemerintah (negara), semua 

orang bebas menggunakan jalan tersebut, asalkan penggunaan jalan tidak 

merugikan negara.
19

 Dalam perspektif fiqh, menurut Wahbah Zuhaili, jalan 

umum/raya bebas digunakan oleh masyarakat, namun pemanfaatannya tidak 

melanggar syariat da merugikan orang lain.
20

 Hal itu sesuai dengan hadist Nabi 

Muhammad SAW : 

                                                             
19

 Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 21 
20

Wahbah Az-Zuhaili, Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Jilid 6, (Jakarta: Gema Insani, 2002), 

hlm. 557. 
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عَنْ أبَـِيْ سَعِيْدٍ سَعْدِ بْنِ مَالِكِ بْنِ سِنَانٍ الـْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْوُ أَنَّ رَسُوْلَ الِله صَلَّـى 
 (هجرواه ابن ما) َ  ضََ رَ وََ  ضَِ ارَ : اللهُ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ قَالَ 

Artinya: Dari Abû Sa‟îd Sa‟d bin Mâlik bin Sinân al-Khudri Radhyallahu anhu, 

Rasûlullâh Shallallahu „alaihi wa sallam bersabda, “Tidak boleh ada 

bahaya dan tidak boleh membahayakan orang lain.” (HR. Ibnu Majah). 

 

Kemudian yang kedua yaitu hak guna jalan (Haq Al-Murur) khusus, 

adalah “jalan yang kepemilikan terbatas pada pemilik, keluarga, dan serikatnya 

saja.”
21

 Menurut Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004, jalan khusus adalah 

“jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan, atau kelompok 

masyarakat untuk kepentingan sendri.” Signifikansinya untuk transportasi adalah 

apabila jalan raya atau umum terlalu ramai dan bahkan sulit untuk dilalui, maka 

pihak pemilik tanah harus membuka jalan tersebut untuk dilalui dan tidak boleh 

melarang orang lain untuk melewati jalan itu.
22

 

Hukum Pemanfaatan Haq Al-Mururdalam hal ini jalan raya maupun jalan 

kecil yang ada di Indonesia adalah milik negara, sehingga masyarakat bebas 

menggunakannya, asalkan masyarakat yang menggunakannya tidak menimbulkan 

kerusakan bagi jalan tersebut. Apabila pemerintah hendak membuka (membuat) 

jalan dan diatas jalan yang hendak dibuka adalah milik warga, maka pemerintah 

wajib membeli tanah warga tersebut dan warga wajib menjualnya untuk 

pemerintah, karena hal itu untuk kepentingan masyarakat. 

Namun, semua orang boleh ikut menggunakan jalan tersebut untuk lewat 

jika jalan umum terlalu ramai dan padat. Para pemilik jalan tersebut tidak boleh 

                                                             
21

Ibid 
22

Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 pasal 63,64 dan 65 Tentang Jalan. 



63 
 

 

membuntuinya atau menghilangkannya demi untuk menghormati hak masyarakat 

umum terhadap jalan tersebut.  

Terkait konsep haq al-murur dengan permasalahan feasibilitas 

penempatan bilboard di wilayah perlintasan Kota Banda Aceh maka kita 

mengenal dengan adanya beberapa aspek dari kelayakan billboarditu sendiri 

diantaranya yaitu kekuatan/daya tahan billboard, studi lokasi atau penempatan, 

dan sistem proteksi objekbillboard.  

Dalam merancang suatu kontruksi (dalam hal ini kekuatan/daya tahan 

billboard) perlu terlebih dahulu menghitung beban-beban yang bekerja pada 

struktur yang akan direncanakan tersebut. Adapun beban-beban yang bekerja pada 

suatu kontruksi secara umum yaitu beban mati, beban hidup, beban angin dan 

beban gempa.  

Beban gempa umumnya diabaikan pada kontruksi yang tidak terlalu besar 

dan biasanya akan diperhitungkan pada kontruksi gedung berlantai tiga ke atas. 

Dalam merencanakan kontruksi billboard perlu diperhitungkan terlebih dahulu 

beban mati yaitu berat dari billboard itu sendiri mulai dari kerangka billboard 

kemudian batang (tiang) utama dari billboard itu. Beban mati dihitung dengan 

cara menambah semua berat jenis dari baja yang dipakai (pemilihan ukuran baja 

sesuai dengan perencanaan) kemudian mengali berat jenis tersebut dengan 

volumenya sehingga hasil perkalian berat jenis dengan volume didapatkan berat 

kerangka tersebut.  

Beban hidup merupakan beban yang bekerja akibat hujan atau adanya 

pergerakan sesuatu benda misalnya pada kontruksi gedung yang menjadi beban 



64 
 

 

hidup adalah pergerakan manusia diatasnya. Besarnya beban hidup yang bekerja 

baik untuk pergerakan orang atau beban hujan dapat dilihat pada Peraturan 

Pembebanan Indonesia (PPI). Sebagaimana disebutkan bahwa beban pekerja 

ditambah peralatannya biasanya diambil 100 kg, kemudian beban air hujan 

dihitung dengan (40 - 0.8α ) kg/m
2
 dimana α sama dengan sudut kemiringan >50 

dan billboardtermasuk dalam kategori ini. 

Beban angin dapat berbeda-beda di setiap daerah tergantung pada 

kecepatan angin yang terjadi di daerah tersebut. Mengenai tekanan angin yang 

bekerja juga dapat dilihat pada PPI yaitu beban angin untuk dinding yang berdiri 

bebas, koefisien angin untuk bidang di pihak angin adalah +0,9 dan untuk bidang 

belakang angin adalah -0,4. Tekanan tiup dari laut dan tepi laut sampai 5 km dan 

pantai harus diambil minimum 40 kg/m
2
. Jadi beban angin yang bekerja sama 

dengan luas tangkapan angin dikali koefisien angin. Kekuatan angin yang akan 

ditahan oleh struktur billboard juga tergantung pada seberapa besar 

billboardtersebut karena semakin besar billboardtentu luar tangkap angin juga 

semakin besar. Setelah menghitung semua beban yang bekerja tersebut (beban 

mati, beban hidup, dan beban angin) akan di cek apakah pemilihan baja kerangka 

billboard(yang kita pilih pada saat perencanaan awal) sudah aman ataukah belum, 

jika sudah aman maka perhitungan dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya yaitu 

perhitungan pondasi, jika belum maka akan dicoba di desain ulang (pemilihan 

baja yang lebih besar dan lebih kuat).  

Pondasi yang cocok untuk billboardbisa pondasi sumur bor. Perencanaan 

besarnya pondasi tentu sesuai dengan beban dengan beban yang dipikulnya yaitu 
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keseluruhan beban dari kontruksi billboardyang telah kita hitung sebelumnya. 

Hubungan pondasi dengan tiang utama billboard menggunakan sambungan baut. 

Banyaknya baut yang akan dipakai sesuai dengan pemilihan diameter berapa yang 

mau kita gunakan dan juga kita sesuaikan dengan beban yang bekerja. Banyaknya 

jumlah baut yang akan di pakai didapat dari hasil bagi besarnya beban yang 

bekerja dengan tahanan dari baut tersebut. Lebih baiknya pondasi yang digunakan 

tidak bertumpu pada baut tesebut, karena kekuatan baut sedikit diragukan 

kekuatannya ketimbang dengan baja itu sendiri. Dengan hal tersebut juga dapat 

meyakinkan pengguna jalan akan resiko yang terjadi nantinya tidak berdampak 

fatal. 

Dari sisi penempatan dalam studi kelayakan dikenal beberapa tahap 

pemilihan lokasi yang benar yaitu:  

Tahap Pertama: melihat kemungkinan daerah mana yang akan dijadikan 

sebagai lokasi usaha dengan mempertimbangkan ketentuan pemerintah jenis 

proses produksi/jasa ini akan menentukan spesifikasi usaha yang berhubungan 

dengan buruh/tenaga kerja, pengangkutan, dan lain-lain. 

Tahap Kedua: memerhatikan pengalaman dari usaha orang lain atau 

pengalaman sendiri, didasari pada jenis barang yang dihasilkan dan proses 

produksinya karena keduanya akan berpengaruh pada sarana angkutan, pasar, 

listrik, air, telepon, dan faktor lainnya dianggap penting.
23

 

Tahap Ketiga: mempertimbangkan dan menilai dampak sosial, ataupun 

dukungan dari masyarakat disekitar lokasi. Penilaian ini didapat dengan 
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Jumingan, Studi Kelayakan Bisnis... hlm. 124 
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melakukan survei langsung ke lapangan. Dari ketiga tahap itulah dianalisis dan 

dipertimbangkan apakah suatu usaha layak didirikan pada lokasi atau wilayah 

tersebut.
24

 

Dalam Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penyelenggraan 

Reklame, pada pasal 10 dijelaskan mengenai larangan penempatan reklame atau 

tempat-tempat yang tidak diizinkan mendirikan billboard, yang sampai saat ini 

masih menjadi masalah besar dikarenakan masih banyak pelaku usaha atau dalam 

hal ini pihak penyelenggara billboard yang masih belum taat aturan demi bersaing 

dengan perusahaan lain yang mendapat tempat/lokasi strategis. Hal ini juga 

menjadi tugas bagi pemerintah Kota Banda Aceh dalam menyediakan lokasi 

strategis kepada para pihak penyelenggara guna mencegah penempatan billboard 

yang tidak sesuai peraturan yang dkeluarkan pihak pemerintan kota.   

Selain dari aspek yang telah dijelaskan di atas tingkat pengawasan yang 

dilakukan oleh pihak pemerintah juga masih sangat minim dimana bisa kita lihat 

dari tidak adanya pegawai khusus yang membidangi perihal pengawasan dalam 

mencegah terjadinya pelanggaran di lapangan. Maka untuk evaluasi di lapangan 

pihak Dinas Penenaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu bekerja sama 

dengan Satuan Polisi Pamung Praja (SATPOL-PP) dalam hal penanganan dan 

penertiban di lapangan.  

Ditinjau dari segi isi Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2012 tentang 

Penyelenggara Reklame telah sesuai dengan prinsip ekonomi Islam yang 

menitikberatkan pada regulasi, tindakan, pengawasan dan kontrol 
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pemerintahterhadap aktivitas ekonomi. Pemerintah harus memperlihatkan kondisi 

lingkungan secara langsung dan menyeluruh adanya kewajiban bagi produsen 

billboard atau perusahaan yang terkait untuk mengurus perizinan dari pemerintah 

kota dalam mendirikan billboard yang kelayakannya itu telah lulus standar dari 

regulasi dalam Perwal dan menjalankan kewajiban yang telah ditetapkan untuk 

kemaslahatan bersama. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqhiyyah sebagaimana yang 

dujelaskan oleh Jalaluddin al Suyuthi, yang artinya yaitu: 

“Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada 

kemaslahatan”. 

Meskipun Peraturan Walikota dan Qanun Pemerintah Aceh telah mengatur 

aturan-aturan sedemikian rupa, tetapi realita menyatakan hal yang berbeda. 

Kenyataan masih ada pelaku atau produsen billboard di kawasan Banda Aceh 

melakukan kegiatan ekonominya secara tidak sehat dan bertentangan dengan 

kebijakan pemerintah yang telah ditetapkan, serta bertentangan dengan konsep 

haq al-murur yang telah penulis paparkan sebelumnya. 

Apabila dikaitkan antara konsep haq al-murur dengan kelayakan 

penempatan billboard maka ada kesamaan illat di antara keduanya yaitu adanya 

gangguan di jalan akibat perbuatan yang kurang maksimal dilakukan pihak 

penyelenggara billboard baik dari segi daya tahan billboard itu sendiri, 

penempatan yang dilarang oleh pihak pemerintah kota serta sistem proteksi yang 

digunakan masih diragukan kelayakannya. Terdapat korelasi yang jelas dalam 

konsep haq al-murur disebutkan bahwa pengguna jalan umum memiliki hak 

untuk memperoleh izin, kenyamanan, dan keamanan dalam melintasi arus jalan 
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tanpa ada sesuatu yang mengganggu dan munculnya resiko terhadap pengguna 

jalan, sehingga aktivitas terlarang para produsen billboard dan juga sistem atau 

tindakan yang dilakukan pemerintah Kota Banda Aceh tidak diperbolehkan 

karena adanya pihak yang dirugikan dan diragukan kelayakannya berdiri di tengah 

jalan dengan ukuran yang sangat besar dan dalam konteks ini penyelenggraan 

billboarddi Kota Banda Aceh masih tidak memenuhi standar kelayakan, baik 

ketidakpatuhan aturan perusahaan billboard maupun implementasi peraturan yang 

ditetapkan pemerintah Kota Banda Aceh yang belum maksimal sehinngga 

kemanan dan kenyamanan pengguna jalan umum terasa sangat terganggu. Hal ini 

dilakukan untuk mencegah mafsadah yang akan timbul akibat aktivitas ekonomi 

yang tidak terkontrol. 
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BAB EMPAT 

PENUTUP 

 

4.1.Kesimpulan 

Kesimpulan merupakan jawaban dari rumusan masalah, maka berdasarkan 

rumusan yang telah penulis paparkan bab satu, penulis memperoleh jawaban-

jawabannya, antara lain:  

1. Regulasi yang ditetapkan Pemerintah kota Banda Aceh tentang 

feasibilitas penempatan billboard di wilayah perlintasan Kota Banda Aceh 

tercantum dalam Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 7 Tahun 2012 

tentang Penyelenggaraan Reklame yang berisikan beberapa pasal yaitu 

pasal yang menjelaskan tentang: ketentuan umum rekalame/billboard, 

jenis reklame/billboard, standar reklame/billboard, izin reklame/billboard, 

tata cara pemberian izin reklame/billboard, teknis penyelenggara 

reklame/billboard, larangan pemasangan reklame/billboard, asuransi, 

perubahan materi reklame/billboard, biaya jaminan penyelenggara 

reklame/billboard, mekanisme penarikan biaya jaminan penyelenggara 

reklame/billboard, dan sanksi administrasi.  

2. Tindakan Pemerintah kota Banda Aceh terhadap 

tindakanpemerintahKotaBandaAcehterhadapfeasibilitaspenempatan 

billboard diwilayahperlintasanjalan, dibagi beberapa tahap yaitu:  

a. Menyiapkan bahan pembinaan 

b. Meningkatkan Kegiatan Pengawasan 

c. Pengadaan Lokasi Billboard 
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d. Memberikan sanksi kepada pelanggar 

3. Tinjauan konsep haq al-mururterhadap feasibilitas penempatan billboard 

di wiliyah perlintasan kota Banda Aceh, adalah apabila konsep haq al-

murur dikaitkan dengan permasalahan feasibilitas penempatan bilboard di 

wilayah perlintasan Kota Banda Aceh maka ada kesamaan illat diantara 

keduanya, sehingga aktivitas terlarang para produsen billboard dan juga 

sistem atau tindakan yang dilakukan pemerintah Kota Banda Aceh tidak 

diperbolehkan karena adanya pihak yang dirugikan selama aktivitas 

periklanan dan bisnis tersebut berlangsung. 

4.2.Saran 

Setelah melihat dan menganalisis hasil penelitian, maka penulis mencoba 

memberikan beberapa saran: 

a. Perlunya implementasi dan respon yang tegas terhadap regulasi yang telah 

dibuat oleh Walikota, agar pemerintah dalam melaksanakan penataan 

serta menertibkan penempatan billboard menjadi lebih teratur dan adanya 

efek jera bagi pelaku atau oknum yang melanggar tertib aturan. 

b. Perlunya keterbukaan pemerintah dan peningkatan kesadaran hukum guna 

pelaksanaan penempatan billboard yang tertib dan indah, serta 

mengurangi rawannya terjadi kecelakaan teknis billboard di tengah jalan. 

c. Perlunya pengawasan yang intens terhadap kelayakan penempatan 

billboard yang telah ada, dengan memaksimalkan peran unit pelaksana 

teknis (UPTD) untuk melakukan pengawasan terhadap feasibilitas 

penempatan billboard. 
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d. Perlunya peningkatan sistem perizinan secara berkala, agar terhindar dari 

resiko penempatan billboard yang tidak layak uji, penempatan terlarang 

dari regulasi dan merusak tata kelola kota yang indah dilihat. 

e. Pemerintah kota harus memaksimalkan bahan pembinaan, evaluasi, 

pelaporan pelayanan perizinan dan non perizinan, karena masih banyak 

penyelenggara billboard yang kurang mengetahui larangan pemasangan 

billboard dan juga masih banyak penyelenggara billboard yang tidak 

patuh terhadap aturan mengenai billboard. 
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